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MOTTO 
“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah.Dan engkau 
menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan mudah.” 
HR. Ibnu Hibban. 
 
“Jadilah seperti air suci yang mensucikan, bergerak untuk menghidupkan, 
mengalir untuk kebaikan, memancar dengan kekuatan, dikelola menjadi 
pembaangkit energi dahsyat kehidupan”. 
Abu Izzudin. 
 
 
 
“Gusti Allah Mboten Sare.” 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the understanding of human resources in 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera related to the principles of sharia and to 
determine the effectiveness of the role of Sharia Supervisory Board in the 
supervision of KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. This research uses 
qualitative analysis method. Data collection techniques use observation, 
interview, audio and visual techniques. 
The results of the study of Human Resource in KSPPS BMT Kube 
Colomadu still not good related to the principles of sharia economy. But the BMT 
is doing its best to keep improving. The forms of improvement include regular 
review every month 2 times on Saturday to dissect the DSN-MUI Fatwa, 
delegating employees to join the sharia principles training training held by 
private or state institutions, bringing expert teams from Pusat Studi Ekonomi 
Islam UNS (PSEI UNS) represented to Dr. Falikhatun with the material delivered 
in the form of akad-akad sharia banking products, and Prof. Dr. Salamah 
Wahyuni, SU with the material presented entitled the philosophy and principles of 
Islamic economy. 
The results of the author's research on KSPPS BMT Kube Colomadu DPS 
quite effective. Due to have performed its role and duty in accordance with Fatwa 
DSN-MUI and PAS BMT Indonesia. The effectiveness of the role of DPS can be 
seen in the supervision report which includes: conducting active saturation, 
periodic review of contracts, guidance to all administrators, supervisors, 
managers, and even DPS by inviting the Expert Team from the PSEI UNS. plans 
to invite the Expert Team from PSEI UNS every semester, and all new products 
and all new Baitul Maal proposals will be implemented by KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera after obtaining DPS approval. 
 
Keywords: Sharia Supervisory Board, Supervision, Effectiveness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman sumber daya 
manusia di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera terkait dengan prinsip – 
prinsip syariah dan untuk mengetahui efektifitas peran Dewan Pengawas Syariah 
dalam pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, wawancara, audio dan visual.  
Hasil penelitian Pemahaman SDM di KSPPS BMT Kube Colomadu masih 
belum baik terkait prinsip ekonomi syariah. Tetapi pihak BMT berusaha 
maksimal untuk melakukan terus perbaikan. Bentuk – bentuk perbaikannya antara 
lain melakukan kajian rutin setiap bulan 2 kali pada hari sabtu untuk membedah 
fatwa DSN-MUI, mendelegasikan karyawan untuk ikut pelatihan prinsip ekonomi 
syariah yang diadakan lembaga swasta ataupun negeri, mendatangkan team ahli 
dari Pusat Studi Ekonomi Islam UNS yang diwakilkan kepada Dr. Falikhatun 
dengan materi yang disampaikan berupa akad-akad produk perbankan syariah, 
dan Prof. Dr. Salamah Wahyuni, SU dengan materi yang disampaikan berjudul 
filosofi dan prinsip ekonomi Islam. 
Hasil penelitian penulis terhadap DPS KSPPS BMT Kube Colomadu cukup 
efektif. Dikarenakan telah menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI maupun PAS BMT Indonesia. Efektifitas peran DPS dapat dilihat 
dalam laporan pengawasan yang meliputi : melakukan kegiatan sabtu aktif, 
pemeriksaan akad-akad secara berkala, pembinaan kepada seluruh pengurus, 
pengawas, pengelola, dan bahkan DPS dengan mengundang Tim Ahli dari Pusat 
Studi Ekonomi Islam (PSEI) UNS. Merencanakan akan mengundang Tim Ahli 
dari PSEI UNS setiap semester, dan semua produk baru dan semua proposal Baitul 
Maal baru akan dapat dilaksanakan oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
setelah mendapat persetujuan DPS. 
 
Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan, Efektifitas 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Lembaga keuangan berbasis syariah terus berkembang sangat pesat. 
Berbagai macam lembaga keuangan berbasis syariah juga semakin banyak dan 
terus dikembangkan. Perkembangan ini tidak hanya merambah negara-negara 
berpenduduk mayoritas muslim, tetapi juga merambah negara-negara di Eropa 
dan Amerika yang mayoritas penduduknya non-muslim. Hal ini ditandai dengan 
menjamurnya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, baik lembaga 
keuangan bank maupun non-bank (Dani, 2014: 267). 
Berbicara mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia sekarang, 
tidak hanya sekedar  mengenai perbankan syariah tetapi sekarang sudah meluas ke 
industri keuangan syariah non-bank, seperti asuransi syariah, Baitul Maal wat 
Tamwil (BMT), pegadaian syariah, pasar modal syariah  (Intan, 2015: 2). 
Di Jawa Tengah sendiri, perkembangan koperasi semakin bertambah 
setiap tahunnya. Selain itu jumlah anggota yang dimiliki oleh koperasi terus 
meningkat seperti pada tabel berikut : 
Tabel 1.1 
Tabel Perkembangan Jumlah Koperasi dan Anggota di Koperasi Jawa Tengah 
Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Anggota 
2012 26.857 5.979.156 
2013 27.215 6.471.928 
2014 27.784 7.042.617 
2015 28.227 7.808.978 
2016 28.460 8.058.547 
Sumber: www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id / Diakses pada 19 Juni 2017. 
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 Pertumbuhan ini menimbulkan konsekuensi tersendiri dengan 
meningkatnya persaingan bisnis, dalam hal ini BMT yang termasuk bagian dari 
koperasi. Persaingan ini bisa berujung pada persaingan tidak sehat yang 
mengakibatkan terabaikannya prinsip – prinsip syariah dalam operasional di 
BMT, padahal BMT di tuntut untuk patuh terhadap ajaran syariah. 
 BMT di tuntut menjaga dan mempertahankan kesyariatannya. Oleh karena 
itu diperlukan pihak yang berperan untuk mengawasi jalannya sebuah lembaga 
keuangan syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap 
lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga keuangan bank maupun non-bank. 
DPS inilah yang menjadi salah faktor yang membedakan antara lembaga 
keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional (Hidayati, 2008: 68). 
Keberadaan DPS juga merupakan hal wajib setiap lembaga keuangan 
syariah, karena memiliki tugas yang unik dan berat, pemlihan DPS sendiri juga 
atas persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) (Sumitro, 2004: 258) 
Undang – undang peraturan 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan 
bahwa DPS dipilih oleh BMT yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat 
anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan 
fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada BMT yang bersangkutan dan 
berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang 
dikeluarkan DSN. 
Kehadiran DSN yang merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah 
naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1999 mulai bergema secara 
nasional dan mewadahi seluruh kebutuhan lembaga keuangan syariah terhadap 
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bimbingan fatwa. DSN – MUI mempunyai tugas untuk mempublikasikan 
penerapan ekonomi Islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwanya sebagai 
pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta mengawasi produk- 
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prisip syariah (Ma’ruf, 
2005: 7-8). 
Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari,  DPS wajib mengikuti fatwa DSN 
yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai 
kesesuaian produk dan jasa lembaga keuangan syariah dengan ketentuan dan 
prinsip syariah. DPS mempunyai peran kunci dalam pengembangan produk 
produk lembaga keuangan syariah yang di awasinya tersebut. Menyerap aspirasi 
dan kebutuhan finansial umat untuk kemudian merumuskannya bersama 
manajemen dan mensosialisasikan hasil rumusan produk tersebut kepada 
masyarakat (Antonio, 2015: 239). 
Maka kedudukan DPS pada BMT sangatlah penting. Hal ini dilakukan 
semata-mata untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang bebas dari riba, 
gharar, dan maisir. Oleh karenanya peran DPS dalam pengawasan kepatuhan 
syariah atau sebagai pengawas lembaga tersebut dalam praktek lapangan, kiranya 
perlu ditinjau lebih jauh untuk mengetahui sejauh mana DPS menjalankan 
perannya dalam memberikan pengawasan pada BMT (Muslihati, 2012: 2). 
Berdasarkan pernyataan Dr. Istadiyantha,MS selaku ketua DPS di 
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Kube Colomadu 
Sejahtera berkaitan dengan kualitas sumber daya insani mengatakan bahwa, 
kurangnya pemahaman pengelola KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera terkait 
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dengan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi berkaitan dengan 
implementasi operasionalisasi keuangan syariah. Kalaupun memiliki pengetahuan 
dan pemahaman akan prinsip-prinsip syariah secara teoritis, implementasi dalam 
operasionalisasi prinsip-prinsip ini perlu diberikan dalam bentuk pelatihan 
tersendiri dan diberikan oleh mereka yang berpengalaman.  
Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi berkaitan dengan 
implementasi operasionalisasi keuangan syariah tentu saja berdampak pada 
pelaksanaan bisnis di lapangan. Sebagai contoh produk murabahah sebagai salah 
satu bentuk akad dalam Islam mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. 
Syarat jual beli meliputi  harus ada kesepakatan, ada pelaku, ada obyek, dan ada 
akibat dari akad. Kesepakatan yang dibuat harus jelas, dimengerti oleh kedua 
belah pihak, selaras, dan dilakukan dalam satu majelis akad (Suharto dkk, 2014: 
17-18). 
Kesepakatan bisa dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, maupun 
perbuatan. Dari sisi pelaku harus berakal dan dewasa serta mempunyai 
kewenangan untuk melakukan akad. Obyek akad harus ada ketika akad 
berlangsung, dapat diserahkan, dan sah menurut hukum. Syarat dan rukun jual 
beli tersebut menyiratkan bahwa dalam bisnis keuangan syariah, lembaga 
keuangan yang bersangkutan tidak hanya berurusan dengan sektor keuangan 
semata, tetapi juga harus berhubungan dengan sektor riil (Suharto dkk, 2014: 17-
18). 
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Pada lembaga keuangan konvensional peminjaman uang dengan bunga 
bagi yang meminjamkan (dari uang kembali ke uang), pada lembaga keuangan 
syariah tidak bisa demikian. Anggota yang membutuhkan sejumlah uang untuk 
menutup pembelian barang dan minta bantuan lembaga keuangan syariah tidak 
bisa meminjam begitu saja. Harus diketahui uang tersebut untuk membeli barang 
apa, dimana belinya, harganya berapa, dan kekurangan yang harus ditutup berapa. 
Tanpa diketahui barangnya tidak akan terjadi jual beli atau pembiayaan secara 
syariah. 
Tabel 1.2. 
Profil KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Nama KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Alamat Jl. Adi Sumarmo 200, Gawanan, Colomadu, Karanganyar. 
Tahun Berdiri 2006 
Pimpinan Wahyu Setyorini, SE, ST. 
Modal Awal 600 Juta 
Jumlah Aset 16 M 
Omset 2,5 – 3 M Per Bulan 
Karyawan 17 Orang 
 Sumber: KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Berdasarkan tabel dan latar belakang di atas penulis mencoba mengangkat 
penelitian di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera dikarenakan di lembaga 
keuangan syariah tersebut memiliki perkembangan pesat yakni dengan di tandai 
jumlah aset mencapai 16 M hingga tahun 2016 dan memiliki omzet per bulan 
yang mencapai kisaran 2,5 M – 3 M. Maka penulis tertarik untuk mengambil 
penelitian yang berjudul : Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Di 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
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1.2.  Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas dapat teridentifikasi suatu masalah 
bahwa : 
1.  Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi pengelola dan 
karyawan lembaga keuangan syariah akan prinsip-prinsip syariah yang 
harus dimiliki dan diterapkan. 
2. Efektifitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan di KSPPS 
BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 
merumuskan : 
1. Bagaimana pemahaman sumber daya manusia di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera terkait dengan prinsip – prinsip syariah ? 
2. Bagaimana efektifitas Peran Dewan Pengawas Syariah dalan pengawasan 
di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera ? 
 
1.4.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang mengangkat judul “Peran Dewan Pengawas 
Syariah dalam pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera” adalah 
1. Untuk mengetahui pemahaman sumber daya manusia di KSPPS BMT 
Kube Colomadu Sejahtera terkait dengan prinsip – prinsip syariah. 
2. Untuk mengetahui efektifitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam 
pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian mengangkat judul “Peran Dewan Pengawas Syariah 
dalam pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera”. Antara lain : 
1. Untuk akademisi dan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan 
informasi proses pengawasan yang baik dan tepat dari Dewan Pengawas 
Syariah yang berada di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera agar bisa lebih 
optimal menjalakan tugas dan fungsinya. 
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian rujukan di 
masa yang akan datang bagi mereka yang ingin melaksanakan penelitian 
dengan tema yang sama. 
 
1.6.  Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian terlampir. 
 
1.7.  Sistematika Penulisan 
Skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana setiap bab akam disusun secara 
sistematis sebagai berikut : 
BAB  I PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai alasan yang mendasari penulis 
dalam mengambil judul dan tema penelitian ini. Disamping itu juga menjelaskan 
tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini terdiri dari 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai fokus dan subfokus penelitian 
yang diangkat oleh penulis. Teori-teori yang berhubungan dengan fokus serta sub 
fokus penelitian yang diangkat oleh penulis. Disamping itu juga, bab ini berisi 
penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, baik penelitian yang 
serupa maupun penelitian yang masih berhubungan dengan tema penelitian skripsi 
yang diangkat oleh penulis. 
BAB  III METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini akan membahas terkait metode dan desain penelitian yang 
digunakan oleh penulis. Metode dan desain penelitian yang akan dibahas pada bab 
ini adalah metode dan desain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data studi audio, visual, observasi, dan wawancara. Bab ini terdiri dari desain 
penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 
validitas dan realibilitas data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian yang berisik tentang 
sejarah, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, job description, dan hasil 
penelitian yang didapat serta berisi penjelasan tentang model yang digunakan 
untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. 
BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah 
yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan serta 
diajukan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan penelitian berikutnya. 
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Disamping itu juga, saran disampaikan kepada pihak yang dijadikan obyek 
penelitian KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera agar kedepannya hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan 
sistem keuangan yang ada di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
 
 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1.  Dewan Pengawas Syariah 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi 
tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktifitas 
lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa men gikuti aturan dan 
prinsip – prinsip syariah. DPS berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan 
suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah 
difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan PAS perhimpunan BMT 
Indonesia. 
 Pengertian DPS menurut keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) tentang susunan pengurus DSN-MUI, no: kep-98/MUI/III/2001 : 
DPS merupakan bagian  yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas 
mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. 
DPS diangkat dan diperhentikan di lembaga keuangan syariah melalui Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) setelah mendapat rekomendasi dari DSN. 
DSN merupakan bagian dari MUI yang bertugas menerapkan nilai – nilai 
syariah dalam kegiatan perkonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada 
khususnya. Anggota DSN terdiri para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang 
yang terkait perekonomian dan syariah muamalah. Masa bakti anggota DSN 
adalah 4 tahun dan di tunjuk oleh MUI. DSN merupakan badan yang memiliki 
wewenang mengeluarkan fatwa jenis - jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan 
syariah (Sumar’in, 2012: 98). 
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Selain itu DSN adalah individu yang mempunyai kredibilitas, kapabilitas, 
dan menjunjung tinggi terhadap prinsip syariah serta independensi. DSN memiliki 
standar ilmu syariah yang komprhensif dalam menetapkan fatwa – fatwa ekonomi 
syariah. Dengan adannya DSN tersebut menjadikan posisi DPS juga semakin 
kuat. DPS merupakan bagian dari DSN, sehingga control kebijakan dan kinerja 
DPS harus sering dan sejalan dengan garis besar DSN yaitu untuk menciptakan 
lembaga keuangan syariah yang ideal dalam prinsip dan operasional (Dahlan, 
2012: 209). 
Di samping itu DSN juga memiliki wewenang untuk : 
a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama –nama yang akan duduk 
sebagai anggota DPS pasa satu lembaga keuangan syariah. 
b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing – masing lembaga 
keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak yang terkait. 
c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan 
oleh instansi yang berwenang. 
d. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. 
e. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan 
apabila peringantan tidak di respon (Surma’in, 2012: 99). 
DPS dalam hal ini yang berada di BMT tidak jauh berbeda dengan DPS 
yang berada di perbankan syariah. Mereka sama sama bertugas dan mengawal 
agar lembaga keuangan syariah tetap sesuai syariat. 
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Menurut PAS Perhimpunan BMT Indonesia (2014) DPS memiliki tugas, 
wewenang, dan tanggungjawab antara lain meliputi : 
a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT dengan 
fatwa DSN-MUI, serta PAS BMT. 
b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang 
dikeluarkan BMT. 
c. Memberikan opini syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara 
keseluruhan dalam laporan publikasi BMT (audit syariah). 
d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa 
kepada dewan syariah asosiasi untuk di teruskan kepada DSN. 
e. Menyampaikan hasil pengawasan / audit syariah sekurang – kurangnya setiap 6 
(enam) bulan kepada pengurus dan pengelola. 
f. Memberikan pendapatnya atau opini pada rapat anggota tahunan. 
 
2.1.1  Syarat Menjadi Anggota DPS  
 Purwaatmadja dan Antonio dalam Sumitro (2004: 52) berpendapat bahwa 
anggota DPS dianjurkan terdiri atas ahli syariah dan menguasai hukum dagang 
positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Untuk menjamin kebebasan 
mengeluarkan pendapat atau opininya, DPS mempunyai ketentuan sebagai 
berikut: 
a. DPS bukan staff  BMT, dalam arti mereka (Independen). 
b. Mereka dipilih melalui RAT. 
c. Honor DPS ditentukan oleh RAT. 
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d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas – tugas tertentu seperti halnya badan 
pengawas lainnya. 
 DPS adalah orang – orang pilihan yang memiliki keahlian baik di bidang 
hukum muamalah, hukum ekonomi, dan perbankan, serta kompetensi lain yang 
relevan dengan tugas kesehariannya. Adapun pemilihan anggota DPS menurut 
Muhammad (2011: 28)  wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. 
 Persyaratan pertama yaitu  integritas, yang dimaksudkan dengan integritas 
adalah pihak – pihak yang memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki 
komitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi 
terhadap pengembangan serta inovasi BMT yang sehat, dan tidak termasuk dalam 
daftar hitam. tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). 
 Sedangkan persyaratan kedua yaitu syarat kompetensi, dimana anggota 
DPS yang memenuhi syarat kompetensi tersebut adalah pihak – pihak yang 
memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah, pengetahuan 
di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.  
 Untuk persyaratan yang terakhir anggota DPS yang memenuhi persyaratan 
reputasi keuangan adalah tidak terdaftar dalam pembiayaan macet. tidak pernah 
dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah 
menyebabkan perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terkahir 
sebelum dicalonkan.   
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2.1.2.  Peran Dewan Pengawas Syariah 
 Menurut Dougherty dan Pritchard (1985: 143) dalam Bauer (2003: 55) 
teori peran ini memberikan suatu gambaran dalam pembelajaran berperilaku 
dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan rangkaian 
penciptaan produk sebagai antonim dari perilaku atau tindakan”. Lebih lanjut, 
Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengatakan bahwa 
hubungan suatu peran itu akan tergantung pada penekanan peran tersebut oleh 
para penilai dan pengamat (biasanya supervisor ataupun pemimpin) terhadap 
produk atau outcome yang dihasilkan. 
 Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi 
peran dan persepsi peran atau role perception. Dilihat dari perilaku organisasi, 
peran ini merupakan salah satu komponen dari  sistem sosial organisasi, selain 
norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum peran dapat didefinisikan 
sebagai “expectations about appropriate behavior in a job position (leader, 
subordinate)”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, 
yaitu : 
a. Role Perceptioption : yaitu penilaian seseorang mengenai cara orang tersebut 
berperilaku atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran 
mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut. 
b. Role Expectation : yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam 
situasi tertentu. Dengan peran yang dijalankan seseorang dalam organisasi, 
akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan 
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orang itu untuk bekerja.  Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan 
bahwa peran – peran tersebut telah diartikan dengan jelas. 
Menurut Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan ada 
lima aspek penting dari sebuah peran yaitu : 
a. Peran itu bersifat impersonal : bukan individunya tetapi  posisi peran itu 
sendiri akan menentukan harapannya. 
b. Peran itu berkaitan dengan berilaku kerja (talk behavior) yaitu, perilaku yang 
diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. 
c. Peran itu susah dikendalikan (role clarity) dan (role ambiguity). 
d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa 
perubahan perilaku utama. 
e. Peran dan pekerjaan (jobs) itu berbeda, contohnya saja seseorang yang 
melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran. 
 Dengan ini dimaksudkan hadirnya peran DPS bagi setiap BMT dalam 
struktur kepengurusan, bertujuan untuk menjaga agar BMT tersebut beroperasi 
sesuai dengan jalur syariah yang telah ditetapkan syariah compliance. Prinsip – 
prinsip syariah merupakan ciri khas dari BMT. Perbedaan bunga dan bagi hasil 
hanyalah sebagian kecil dari banyaknya perbedaan antara BMT dengan koperasi 
biasa ataupun dengan bank konvensional. 
 Peran utama  DPS adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan 
Syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Meneliti dan membuat 
rekomendasi ataupun inovasi produk baru adalah satu tugas DPS. Dengan 
16 
 
 
 
 
demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama suatu produk peneliti 
kembali dan difatwakan oleh DSN (Hanafi, 2016: 18). 
 Menurut Adnan dalam Hanafi (2016: 18) DPS mempunyai tugas yang 
unik, berat, dan strategis. Kenapa bisa dibilang unik dan berat, dikarenakan tugas 
ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS harus mampu mengawasi dan 
menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat beroperasi 
sesuai peraturan syariah. 
DPS bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk selalu mengawal dan 
menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam aktifitas yang dikerjakan lembaga 
keuangan syariah. DPS selain itu bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, melalui beberapa media, seperti 
khutbah, majelis ta’lim, pengajian-pengajian, seminar, maupun melalui dialog 
rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat (Hanafi 2016: 19 - 20). 
 
2.1.3.  Hak dan Kewajiban DPS  
 Menurut Muhammad (2011: 30) lembaga keuangan syariah diharuskan 
memberikan fasilitas (hak) kepada DPS dalam rangka mendukung kinerja  
pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku 
DPS, antara lain : 
a. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan 
tugasnya serta mengklarifikasinnya kepada manajemen BMT. 
b. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari aspek syariah kepada 
manajemen. 
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c. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif. 
d. Memperoleh imbalan sesuai aturan perseroan. 
 Sedangkan kewajiban DPS sangat berat, karena memang tidak mudah 
menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah 
etika bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum 
memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan – urusan muamalah 
dimana ruang interpresasinya sangatlah luas. 
 Menurut Muhammad (2011: 30) kewajiban DPS dalam lembaga keuangan 
syariah sebagai berikut : 
a. Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya lembaga 
keuangan syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan – ketentuan syariah. 
b. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya 
setiap bulan). 
c.  Mengawasi lembaga keuangan syariah yang telah berjalan sesuai dengan 
ketentuan syariah. 
d. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan 
syariah. 
e. Dewan Pengawas Syariah bersama direksi, bertugas untuk terus – menerus 
mengawal dan menjaga penerapan nilai – nilai Islam dalam setiap aktivitas 
yang dikerjakan lembaga keuangan syariah. 
f. DPS juga bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga 
keuangan syariah melalui media – media yang sudah berjalan dan berlaku di 
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masyarakat seperti khutbah, majelis ta’lim, pengajian, maupun melalui dialog 
rutin dengan para tokoh agama  dan tokoh masyarakat. 
g. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha 
syariah  dan pimpinan kantor cabang syariah yang mengenai hal – hal yang 
berkaitan dengan aspek syariah. 
h. Sebagai mediator antara dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran 
pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa 
dari DSN. 
i. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dari ketentuan yang dikeluarkan 
oleh instansi yang berwenang. 
j. Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan 
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. 
k. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan 
apabila peringatan tidak digunakan. 
 
2.2. Sistem Pengawasan Umum 
Menurut Choirul (2010: 32) dalam keputusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) disebutkan bahwa 
pengawasan merupakan salah satu fungsi utama manajemen untuk menjaga dan 
mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan 
sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka 
terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan 
pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. 
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Dengan lahirnya pedoman pelaksanaan pengawasan tersebut memiliki 
tujuan untuk : 
a. Mendapatkan informasi apakah penyelenggaraan dari segi teknis peradilan, 
pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan 
sudah dilaksanakan, sudah sesuai dengan perencanaan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b. Memperoleh simbiosis bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan 
tugas-tugas peradilaan. 
c. Mencegah terjadinya penyimpangan administrasi, dan ketidak efisienan 
penyelenggaraan peradilan.  
Kata pengawasan itu sendiri berasal kata controlling. Dengan demikian 
pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan 
pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, 
penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, 
melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil 
(output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan secara umum 
(Muhammad, 2005: 216). 
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapain hasil yang diharapkan 
sesuai dengan kinerja yang telah diterapkan tersebut. Pengawasan pada dasarnya 
diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan, 
kesalahan, atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan 
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk 
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mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Sumar’in, 
2012: 98). 
Perlu diwujudkannya sistem yang sehat dan efisien itu, karena dunia 
lembaga keuangan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi 
suatu negara. Sedangkan secara khusus, Lembaga Keuangan mempunyai peranan 
yang penting dalam mencegah timbulnya resiko-resiko kerugian yang diderita 
oleh lembaga keuangan itu sendiri, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan 
serta membahayakan kehidupan perekonomian (Hermansyah, 2005: 163). 
Menurut Choirul (2010: 37 - 39) dalam proses pengawasan ada beberapa 
hal yang harus diwujudkan: 
a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. 
Kegiatan pengawasan, yang pertama kali harus dilakukan adalah 
menentukan standar yang menjadi ukuran dan rangkaian untuk melaksanakan 
suatu pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Standar itu harus jelas, wajar, 
objektif sesuai dengan keadaan dan sumber daya yang tersedia. Setiap perusahaan 
mungkin mempunyai sistem pengawasan yang berbeda-beda. 
b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana 
yang telah ditetapkan. 
Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu diawasi dengan teliti dan 
cermat. Untuk keperluan tersebut harus pula dibuat catatan sebagai laporan 
perkembangan proses manajemen. Berdasarkan catatan itu hendaknya dilakukan 
pengukuran prestasi, baik secara deskriptif maupun tabel. Dengan catatan tersebut 
akan menghasilkan sebuah bahan laporan untuk dievaluasi lebih lanjut. 
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c. Pendapat dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta. 
Penilaian pekerjaan akan mengetahui prestasi atau hasil yang telah 
dilakukan. Dengan adanya penilaian akan memberikan sebuah informasi, 
sehingga akan mengetahui apakah sesuai dengan standar yang telah ditentukan 
dan sejauh mana terdapat penyimpangan ataupun kesalahan, dari kesalahan 
tersebut akan menimbulkan apa yang menjadi faktor penyebabnya. 
d. Melakukan evaluasi terhadap penyimpangan. 
Dengan adanya evaluasi bertujuan untuk mengetahui adanya kesalahan, 
serta menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan,  
memberikan cara bagaimana memperbaikinya agar kembali kepada standar, dan 
rencana yang seharusnya. Melakukan evaluasi sangat perlu sehingga harus 
dilakukan, agar jangan berlarut-larut, karena dapat menimbulkan kerugian yang 
lebih besar. 
e. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah digunakan. 
Setelah melakukan sebuah proses pelaksanaan selesai segera diberikan 
pengukuran dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya 
digunakan serta standar yang ditetapkan. Hasil pengukuran ini akan 
memperlihatkan tingkat efisiensi kerja dan produktifitas sumber daya yang 
dimiliki (Choirul, 2010: 39). 
Dengan adanya pengawasan dimaksudkan agar bertujuan meningkatkan 
keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan BMT, bahwa 
BMT dari segi finansial tergolong sehat, serta memberikan rasa aman  terhadap 
masyarakat yang ingin menyimpan dananya di BMT.  
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2.2.1. Pengawasan Syariah 
Pengawasan dalam pandangan syariah bertujuan untuk meluruskan apa 
yang melenceng, mengoreksi atau mengavaluasi yang salah, dan membenarkan 
yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran islam, paling tidak terbagi menjadi 
dua hal (Mannan, 2000: 152). 
Pertama, kontrol yang bersasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid 
dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti 
mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin 
bahwa Allah selalu mengawasi kita, mengetahui apa kegiatan yang kita lakukan. 
sebagaimana firman Allah SWT surat Al Mujadalah : 7 
                                 
                           
                                     
 
 
Artinya : ”Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada 
pembicaraan rahasia antara tiga orang,melainkan Dialah yang 
keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan 
Dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang 
kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan Diaada bersama mereka 
dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada 
mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. 
(Q.S. Mujadalah : 7). 
 
 
Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat 
terdiri mekanisme pengawasan dari pemimpin yang bersangkutan dengan 
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penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas 
dan perencanaan tugas.  
Takwa tidak mengenal tempat, bukan sekedar di masjid saja,namun juga 
ketika melakukan kegiatan sehari- hari. Takwa semacam inilah yang mampu 
mejadi kontrol yang paling efektif. Takwa seperti ini akan tercapai jika para 
pemimpin bersama-sama dengan staff  melakukan kegiatan ibadah secara intensif 
(Hafidhuddin, 2003: 157). 
Dalam aplikasi pengawasan di BMT  baik yang dilakukan internal oleh 
pihak menajemen maupun pihak eksternal tidak jauh beda dalam praktik lembaga 
keuangan konvensional, namun yang menjadi identitas dan titik pembeda adalah 
hanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh sebuah lembaga pengawas yang 
khusus memfokuskan dirinya untuk melihat dan mengawal agar produk dan 
aktivitas BMT selalu berjalan sesuai syariah (Sumar’in, 2012: 98). 
 
2.3.  Efektifitas Peran Dewan Pengawas Syariah 
Efektifitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif 
diartikan dengan : 
a. Adanya efek (akibat, pengaruh, kesannya) 
b. Manjur atau mujarab 
c. Dapat membuahkan hasil, berhasil guna (tindakan, usaha) 
Salah satu konsep mengukur prestasi kerja (performance) manajemen 
adalah efektifitas dan efisiensi. Menurut ahli manajemen Peter Drucker efektifitas 
adalah melukan pekerjaan yang besar (doing the right things), sedangkan efisensi 
adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing the right). Efektifitas 
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merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau alat yang tepat 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hani, 1998: 7). 
Efektifitas merupakan ukuran menggambarkan sejauh mana sasaran dapat 
dicapai. Sedangkan efisensi menggambarkan bagaimana sumber – sumber daya 
dikelola secara tepat dan benar. Terkait dengan efektifitas kinerja DPS di KSPPS 
BMT Kube Colomadu Sejahtera maka dari itu perlu diadakan penilalian hasil 
pelaksaan tugas – tugas DPS. Dari hasil pengamatan ini dilakukan pengukuran 
yang dinyatakan dalam bentuk penetapan keputusan mengenai keberhasilan atau 
kegagalannya dalam menjalankan tugas (Hadari, 2006: 234). 
Menurut Dani (2014: 287), efektivitas DPS dapat ditentukan lima hal, 
yaitu: posisi pengawas benar – benar independen,  posisi jabatan pengawas harus 
lebih tinggi dari yang diawasi, adanya prosedur pengawasan yang baku dan teruji, 
pengawas memiliki kejujuran yang tinggi, pengawas memiliki skill dan 
pengetahuan yang memadai. Apabila kelima hal ini terpenuhi maka suatu 
pengawasan dapat dinilai efektif. 
   
2.4. Peneltian Terdahulu 
Kajian tentang DPS, khususnya BMT di Indonesia masih terbatas, 
penelitian kali ini mencoba untuk mengungkapkan Peran DPS dalam Pengawasan 
di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
Penelitian kali ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data observasi, wawancara, audio dan visual. Kesempatan 
menumbuhkan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih sangat luas, 
mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim 
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terbesar di dunia. Disamping itu, sebagian masyarakat Indonesia belum paham 
tentang ekonomi syariah. 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan peran DPS menjalankan 
fungsinya dan bekerja serara optimal dan efektif sebagai pengawal di BMT agar 
beropersasi sesuai syariah dan pemahaman sumber daya manusia di KSPPS BMT 
Kube Colomadu Sejahtera terkait prinsip – prinsip ekonomi syariah meningkat. 
Dalam penelitan Choirul (2010) membahas tentang Mekanisme 
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap bank 
Jateng Syariah di Surakarta (Universitas Sebelas Maret Surakarta). Berdasarkan 
penelitian tersebut menyimpulkan DPS disamping dituntut untuk memiliki 
pengetahuan yang cukup dibidang perbankan, dituntut pula memiliki penguasaan 
administrasi, juga memiliki integritas yang tinggi dibidang kepatuhan syariah 
yang difatwakan oleh DSN.  
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi objek 
atau tempat, objek yang dipilih oleh penulis adalah di BMT, selain itu penulis 
lebih fokus kepada efektifitas peran DPS dalam pengawasannya di BMT yang di 
awasinya tersebut. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muslihati (2012) yang berjudul 
Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Syariah Compliance 
(Studi Kasus BPRS Al-Mabrur Klaten Tahun 2009 sampai 2011) (Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta). Memfokuskan peran DPS dalam kepatuhan syariahnya. 
Berbeda penelitian yang dilakukan penulis sendiri lebih membahas peran 
keaktifan DPS dalam melakukan pengawasan sehingga dapat menganggu BMT 
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yang di awasinya  dan tempat objek penelitian pun yang berbeda, dengan objek 
yang berbeda tersebut otomatis regulasinya juga berbeda, kalau di BPRS mengacu 
pada regulasi Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan Syariah) 
sedangkan BMT mengacu pada Kementerian Koperasi. 
Menurut  Penelitian Abdul, dkk  (2015) dalam penelitiannya Peran Dewan 
Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tamwil 
(Studi Di BMT Alfa Dinar Karanganyar) mengatakan secara proses  pengawasan 
dari DPS telah dilakukan sesuai patokan, namun pengembangan SDM tetap harus 
di tingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan transaksi syariah, serta pengawasan 
pada saat proses transaksi sedang dilakukan. Perbedaan yang dilakukan oleh 
penulis sendiri adalah dimana peran DPS lebih diartikan secara luas bukan hanya 
pengawasan dalam operasionalnya saja tapi bisa jadi dari segi keaktifan DPS, 
operasional, sosialisasi DPS kepada masyarakat. 
Dalam penelitian Intan (2015) yang berjudul Analisis Komparasi 
Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah Antara KJKS binama Dan KJKS Arafah 
Perspektif  Akad, Pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah  Dan Standar Akuntansi 
Syariah (Universitas Diponegoro Semarang) lebih memfokuskan standar akuntasi 
syariah dengan membandingan beberapa variabel terkait dengan akad, 
pembiayaan, dan DPS. Berbeda sekali dengan penelitian yang dibuat oleh penulis 
yang hanya menyoroti peran DPS dalam pengawasannya terhadap BMT yang 
diawasinya itu sendiri. 
Sedangkan penelitian Hanafi (2016) DPS yang berjudul Peran dan 
Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menyikapi Potensi 
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Kerugian di BPRS Central Syariah Utama Surakarta. (Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta). Menyimpulkan peran DPS BPRS Central Utama Syariah 
belum optimal karena risiko kerugian akibat kesalahan DPS itu sendiri, mengingat 
peran dan tanggungjawabnya sebagi pengawas terlalu berat.  
Penelitian yang dilakukan Hanafi (2016) menyoroti Peran DPS dalam 
menyikapi kerugian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
sendiri yang memfokuskan Peran DPS dalam pengawasan di lembaga keuangan 
syariah yang di awasi itu sendiri agar sesuai dengan syariah dan optimal. 
  
 
 BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1.  Desain Penelitian 
Penelitian  ini termasuk dalam metode penelitian survei lapangan (field 
research) dimana peneliti mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti 
dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan 
peneliti yang minimal (Indiantoro, 1999: 92). Penelitian ini masuk pada penelitian 
deskriptif yaitu menggambarkan dugaan dan fakta yang terdapat dalam kehidupan 
sosial secara mendalam. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang 
dapat diartikan sebagai rangkaian proses menjaring datang – data atau informasi 
yang dinilai sewajarnya mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada 
objek tertentu (Saebani, 2008: 101). 
Menurut Moleong (2004: 5) penelitian kualitatif menggunakan  analisis 
data secara induktif. Analisis induktif digunakan karena beberapa alasan yaitu : 
a. Proses  induktif lebih dapat menemukan kenyataan – kenyataan ganda sebagai 
yang terdapat dalam data. 
b. Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi 
eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. 
c. Analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat 
membuat keputusan – keputusan tentang dapat tidaknya mengalihkan kepada 
suatu latar lainnya. 
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d. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang 
mempertajam hubungan – hubungan. 
e. Analisis demikian dapat memperhitungan nilai-nilai secara eksplisit sebagai 
bagian dari struktur analitik. 
Menurut Muri (2014: 329) Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi 
inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, 
gejala, simbol, maupun diskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, 
bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara 
serta disajikan secara naratif. Secara sederhana, tujuan penelitian kualitatif adalah 
untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui 
aplikasi prosedur ilmah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. 
 
3.2.  Subyek Penelitian 
Subyek penelitian merupakan sumber utama dalam penelitian yang 
memiliki dan mengetahui yang telah diteliti (Azwar, 2001: 35). Subyek penelitian 
yang menjadi rujukan penulis dalam ini adalah KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. Sedangkan informan yang akan menjadi sumber informasi adalah DPS 
di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera, Pimpinan di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera dan Kepala Bagian Marketing di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera 
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3.3.  Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan 
berbagai macam jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk 
mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut (John, 2015: 267). 
 
3.3.1.  Observasi 
Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti 
langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-
individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau 
mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur seluruh aktivitas di 
lokasi penelitian. Para peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang 
beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh (John, 2015: 
267). 
Penulis akan melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian 
untuk melihat dari peran dan pengawasan DPS di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. 
 
3.3.2.  Wawancara 
Teknik wawancara biasanya peneliti dapat melakukan pengumpulan data 
untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya atau dengan 
menggunakan telepon ataupun dengan cara lain yang dapat diterima keabsahan 
datanya dan dapat dipertanggungjawabkan (John, 2015: 267). Penulis sendiri akan 
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memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya, yakni DPS, Pimpinan 
BMT, dan Kepala Marketing. 
Pada awalnya peneliti ingin berwawancara dengan 5 narasumber yaitu DPS 
yang berjuimlah 3 orang, Manajer, dan Kepala Marketing di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera. Namun salah satu anggota DPS yakni Bapak H. Laili Arif 
Jamaludin, LC sulit dihubungi dikarenakan memiliki kesibukan yakni menjadi 
Pengawas Desa Ngargoyoso, Karanganyar dari Kementerian Desa (Wawancara 
dengan H Drs. H. Fathur Rokhim, S.Pd.i, M.S.I.) dan pada akhirnya penulis 
berwawancara dengan 4 Sumber yakni Ketua DPS, Anggota DPS, Manajer, dan 
Kepala Marketing.   
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara 
semi – terstruktur. Penulis melakukan wawancara sesuai dengan guide / panduan 
pertanyaan, namun peneliti memberikan pertanyaan tambahan untuk 
memperdalam informasi sehingga informasi yang didapatkan menjadi lengkap. 
 
3.3.3  Audio dan visual  
Data kualitatif yang terakhir adalah audio dan visual. Peneliti kualitatif 
biasanya juga mencari akan data yang bersifat audio visual jika diperlukan. 
Teknik ini dilakukan agar dapat menguatkan data serta hasil penelitian mereka 
(peneliti). Data ini bisa berupa foto, video, objek-objek seni atau segala jenis 
suara/bunyi (John, 2015: 270).  
Pada teknik ini, peneliti melakukan perekaman dengan menggunakan 
kamera atau alat perekam untuk merekam hasil wawancara, sehingga peneliti 
tidak hanya terpaku pada tulisan atau catatan. Hasil rekaman wawancara ini bisa 
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dimanfaatkan oleh peneliti untuk melakukan pengecekan terhadap jawaban-
jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam 
menganalisis jawaban serta memperkuat keabsahan data yang menjadi bahan 
penelitian. 
 
3.4.  Teknik Analisis Data 
Merujuk pada Bogdan dan Biklen (1982) dalam Muri (2014: 400), analisis 
data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkip wawancara, 
observasi, catatan lapangan, dokumen, foto dan material lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, 
sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan 
kepada orang lain.  
Berbagai macam model dalam melakukan analisis data telah digunakan 
dan dikemukakan oleh para ahli. Salah satu ahli peneliti kualitatif, Miles dan 
Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul 
melalui berbagai teknik pengumpulan data, terlihat lebih banyak berupa kata-kata 
daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis 
sebelum dapat digunakan. Miles dan Hubarman menawarkan pola analisis data 
dengan mengikuti model alir, yaitu reduksi data, data displai dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi (Muri, 2014: 407). 
 
3.4.1.  Reduksi Data  
Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, 
penyederhanaan, pemisahan dan transformasi data mentah yang terlihat dalam 
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catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama 
kegiatan berlangsung. Hal ini berarti bahwa reduksi data juga pembuatan / 
penyusunan proposal, menentukan kerangka konseptual, tempat dan lain 
sebagainya. Reduksi data dilakukan sampai dengan penyusunan laporan akhir 
penelitian (Muri, 2014: 408). 
Pada intinya reduksi adalah analisis yang mengubah bentuk data hasil 
penelitian menjadi bentuk penulisan dengan menanamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang apa yang tidak perlu dan mengkoordinasikan data 
dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 
diverifikasikan (Hanafi, 2016: 39). 
Penulis mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dijadikan 
sebagai bahan penelitian terkait dengan DPS di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. Pengumpulan informasi dan data ini akan membantu peneliti dalam 
menentukan pertanyaan serta responden yang nantinya akan dijadikan sebagai 
responden. 
 
3.4.2.  Data Displai  
Displai data dalam konteks ini merupakan kumpulan informasi yang telah 
tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Data displai dalam suatu penelitian kualitatif akan membantu seseorang 
memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk yang paling sering 
yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau 
(Muri, 2014: 409) 
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3.4.3.  Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  
Besar dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan 
dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman penulis dalam 
penelitian kualitatif, akan memberikan warna pada kesimpulan penelitian. Hal itu 
dikarenakan analisis data model interaktif menempatkan peneliti sebagai titik 
sentral. Reduksi data, displai data dan penarikan, kesimpulan harus dimulai sejak 
awal. Inisiatif berada di tangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah 
dimulai sejak awal (Muri, 2014: 409). 
Reduksi data, data displai dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan 
segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan data displai saling 
berhubungan timbal balik, demikian juga antara reduksi data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi serta antara data displai dan penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh 
orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek 
dengan data lain (Muri, 2014: 409). 
 
3.5.  Validitas dan Reliabilitas Data  
Dalam penelitian kualitatif, validitas kualitatif tidak memiliki konotasi 
yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan 
reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respons) ataupun 
dengan generalisabilitas, yang berarti eksternal atas hasil penelitian yang dapat 
diterapkan pada setting, orang, atau sampel yang baru (John, 2015: 284).  
Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil 
penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Reliabilitas kualitatif 
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merupakan indikasi terhadap pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten 
jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda 
(John, 2015: 285).  
Agar dapat menentukan bahwa suatu penelitian kualitatif itu valid dan 
reliabel, maka penulis dapat menggunakan berberapa uji, salah satunya adalah 
dengan menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas (credibility) merupakan 
salah satu uji yang digunakan untuk menentukan keakuratan, keabsahan dan 
kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif. 
Agar penelitian yang dilakukan dapat membawa hasil yang tepat dan benar sesuai 
konteksnya, maka disini penulis dalam melakukan penelitian kualitatif dapat 
menggunakan berbagai cara (Muri, 2014: 394). 
 
3.5.1.  Memperpanjang Waktu Keikutsertaan Peneliti di Lapangan  
Penulis dalam penelitian kualitatif merupakan instrument penelitian. 
Kesahihan dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, 
dan keterlibatan penulis secara mendalam dan bermakna dalam penelitian yang 
dilakukan. Disini penulis harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian 
kualitatif dapat dihentikan (Muri, 2014: 394).  
 
3.5.2.  Meningkatkan Ketekunan Pengamatan  
Ketekunan dalam melakukan pengamatan atau dalam menggunakan teknik 
lain dalam pengumpulan data di lapangan akan menentukan pula keabsahan dan 
kesahihan data yang terkumpul. Situasi sosial di lapangan yang bervariasi dan 
kadang-kadang bersahabat untuk penelitian kualitatif akan mempengaruhi proses 
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dan aktivitas pengumpulan data. Penulis tidak boleh terpaku oleh keadaan yang 
tampak atau ditampakkan, karena dibelakang itu tersembunyi kondisi lain yang 
sesungguhnya (Muri, 2014: 395).  
 
3.5.3. Melakukan Triangulasi Sesuai Aturan  
Gambar 3. 1 
Triangulasi dengan sumber yang banyak (Multiple Sources) 
 
 
 
 
Sumber : Muri, 2014 
Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk 
mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. 
Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang 
banyak dan menggunakan metode yang berbeda. Lebih banyak sumber informasi 
yang berbeda dalam informasi yang sama dapat menyatakan dua hal, yaitu jumlah 
eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama (Muri, 2014: 
395).  
Penggunaan metode yang berbeda mengartikan bahwa kalau pada tahap 
pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka 
berikutnya gunakan lagi metode yang lain seperti wawancara untuk 
mengumpulkan informasi yang sama. Jika peneliti belum yakin, maka peneliti 
harus mencari dan menemukan lagi informasi di dalam dokumentasi tentang 
Wawancara 
A 
B 
C 
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aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi dan 
interview (Muri, 2014: 395). 
Gambar 3.2 
Triangulasi dengan Teknik yang Banyak (Multiple Methods) 
 
 
 
 
Sumber: Muri, 2014 
 
3.5.4.  Melakukan Cek dengan Anggota Lain dalam Kelompok  
Kredibilitas data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dilakukan 
pengkategorian, dan ketepatan kesimpulan, dapat diuji kembali dengan 
menggunakan anggota lain kelompok, dari mana data dan informasi original 
dikumpulkan. Member check dilakukan secara formal dan informal serta 
berkelanjutan (Muri, 2014: 396).  
Yang dimaksud di atas adalah dimana penulis / peneliti melakukan 
pengecekan kembali apa yang di dapat dari informan pertama ke informan yang 
lain. 
 
3.5.5.  Menganalisis Kasus Negatif  
Kredibilitas dalam penelitian dapat dipercaya apabila tidak ditemukan lagi 
hal-hal yang negatif dalam data, baik selama dikumpulkan maupun pada saat 
analisis dan pemaknaan hasil penelitian. Hal itu dapat dilakukan dengan 
melakukan analisis kasus negatif sampai saat tertentu (Muri, 2014: 396).  
Wawancara 
 Observasi 
Dokumentasi 
Sumber Data 
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3.5.6.  Menggunakan Refferensi yang Tepat  
Kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan dan ditulis lebih 
dipercaya apabila dilengkapi dengan bahan-bahan referensi yang tepat. Eisner 
(Lincoln & Guba, 1985) sebagai ahli yang pertama kali mengusulkan penggunaan 
referensi yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas data yang telah dikumpulkan 
secara tertulis. Hal ini berarti bahwa peneliti dianjurkan untuk dapat 
mengumpulkan data referensi yang tepat, baik dengan cara tertulis maupun data 
hasil rekaman wawancara (Muri, 2014: 397). 
 
 
 BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1.  Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Riwayat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera merupakan Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beroperasional di Kecamatan 
Colomadu Kab. Karanganyar. Keberadaannya diharapkan menjadi salah satu 
alternatif yang strategis dalam membangun dinamika perekonomian rakyat, 
khususnya bagi anggota dan masyarakat di Kecamatan Colomadu dan sekitarnya. 
Berkomitmen ikut andil dalam menyukseskan program pemerintah, 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera bekerja sama dengan DEPARTEMEN 
SOSIAL RI dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), mencoba 
menggarap masyarakat kecil dalam bentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) 
untuk bersama–sama  memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan anggotanya. Pergerakannya adalah mengembangkan usaha - 
usaha produktif dan investasi dengan sistem Syari’ah untuk meningkatkan 
kualitas ekonomi anggota / pengusaha kecil. BMT melaksanakan dua macam 
kegiatan yakni kegiatan bisnis (baitu tamwil) sebagai kegiatan utama dan kegiatan 
sosial (baitul maal) sebagai kegiatan penunjang. 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera memberikan layanan kepada 
anggota masyarakat mulai dari fungsi informasi / pendampingan, penyimpanan, 
penitipan, penyaluran pembiayaan, investasi dari para anggota, dan kegiatan lain 
dalam upaya memberikan layanan optimal sesuai kebutuhan anggotanya.  
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Dalam pengelolaannya, KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera didukung 
oleh para pengurus, pengawas dan pengelola yang sebagian besar merupakan 
lulusan sarjana maupun sarjana muda, yang berorientasi pada pelayanan optimal 
demi kesejahteraan anggota. 
 
4.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
a. Visi KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, kuat dan terpercaya 
dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang 
adil, makmur dan sejahtera, material dan spiritual. 
b. Misi KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
1) Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat 
kemiskinan dan ekonomi ribawi. 
2) Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi 
riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan 
maju. 
3) Gerakan Keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil 
berkemakmuran berlandaskan ekonomi syari’ah dengan Ridho Allah. 
c.  Tujuan KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
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4.1.3 . Data Kelembagaan 
a. Aspek Legalitas 
Nama   : KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA   
Sektor Usaha  : Simpan Pinjam dan Pembiayaan  Syari’ah 
No Badan Hukum : Nomor 180/518/43 /Tahun 2006 
Tgl Badan Hukum :  7 Oktober 2006 
N P W P  : Nomor 21.007.269.0-526.000 
S I U P : Nomor 503/131/11.34/SIUP-PK/IV/2013 
TDP : Nomor 113426500388 
Ijin Usaha KSPPS :  518.12/TD.SISPK/XIV/IV/2015 
Jangkauan Pelayanan : Provinsi Jawa Tengah 
Alamat Kantor : Kompleks Ruko Colomadu Regency, Jl. Adi Sumarmo No 
200, Kec. Colomadu,  Kab. Karanganyar.  
Telp.   :  (0271) 7686530, 0851 01510105 
Fax         :  (0271) 7686530 
Email     :  kcs.bmt@gmail.com 
b. Aspek Keanggotaan 
Pada akhir tahun 2016, tercatat anggota KSPPS BMT KUBE 
COLOMADU SEJAHTERA yang dilayani ada 4.481 orang. Kategori anggota 
yang dihitung/dicatat adalah mereka yang sudah membayar simpanan pokok, 
bersedia membayar simpanan wajib dan tercatat dalam buku anggota. 
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Dalam rangka peningkatan kapasitas anggota, dilakukan pendampingan 
baik dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, strategi 
pemasaran, dan kajian syari’ah. 
c. Aspek Sumber Daya Insani 
Susunan Pengurus, Pengawas, dan Pengelola 
a. Pengurus KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera : 
1).  Ketua    :   Suhardi, S.KM, M.Sc 
2).  Sekretaris   :   Wawan Ridwan Muttaqien, M.Kes. 
3).  Bendahara   :   Joko Partono, S.ST. 
b. Pengawas KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera : 
1).  Koordinator   :   Dr. H. A.R. Warsito, M.Pd 
2).  Anggota   :   Hj. Tri Wuryani, A.Md 
3).  Anggota   :   Eni Setyowani, S.E, M.Si 
c. Dewan Pengawas Syariah : 
1).  Koordinator   :   Dr. H. Istadhiyanto, M.S. 
2).  Anggota   :   Drs. H. Fathur Rokhim, S.Pd.i, M.S.I. 
3).  Anggota    :   H. Laili Arif Jamaludin, LC 
d. Pengelola KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera : 
1. Head Office / SPI   :   Ir. Eko Dewo Yuwono 
2. Manager   :  Wahyu Setyorini, S.E. 
3. Accounting   :  Aris Andi Riyanto, A.Md 
4. Customer Service / AdUm      : Ria Trinawangsih, A.Md 
5. Kasir / Teller  Pusat  : Sri Purwani, A.Md 
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6. Kasir/  Teller Cabang                :  Alfiah Hidayati 
7. Pembukuan                             :  Tri Winarni, A.Md 
8. Kabag Marketing  :  Rohmad Arosid, S.HI  
Staf Marketing   :   
1. Agus Maryono 
2. Muh. Arif Septianto, S.E 
3. Ira Urbayani, A.Md 
4. Sri Lestari 
5. Ali Muchtar, S.E 
6. Pramono 
7. Agus Narimo 
9. Security & OB   :  Sarwoto 
10. Divisi Baitul Maal  :  Fajaruddin Al Basir, S.Sos 
 
4.1.4.  Produk – Produk KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
1. Simpanan 
b. Simpanan Mandiri Sejatera 
c. Simpanan Pendidikan 
d. Simpanan Idul Fitri 
e. Simpanan Qurban 
f. Simpanan Haji/Umroh 
g. Simpanan Berjangka 
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2. Pembiayaan 
a. Mudharabah 
b. Musyarakah 
c. Murabahah 
d. Ijarah 
e. Rahn 
f. Hawalah 
g. Qord 
3. Baitul Maal 
a. BMT Peduli, dilakukan 2(dua) kali dalam satu tahun, meliputi 
santunan peduli dhuafa, peduli pendidikan, peduli syiar dan dakwah, 
peduli kesehatan dan tanggap bencana. 
b. Pengembangan ekonomi produktif dan capacity building. 
c. Fundrising 
 
4.1.5. Struktur Organisasi KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Gambar 4.1. 
Struktur Organiasi 
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4.2. Hasil Penelitian 
4.2.1.  Pemahaman Sumber Daya Manusia di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera Terkait dengan Prinsip – Prinsip Syariah 
 
Sumber daya merupakan salah satu sumber yang terdapat dalam suatu 
lingkungan tertentu, khususnya dalam suatu organisasi. Secara umum sumber 
daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, 
yakni (1) sumber daya manusia (human resources) dan (2) sumber daya non 
manusia (non-human resources), yang termasuk di dalam kelompok sumber daya 
non manusia antara lain adalah mesin, teknologi, modal, bahan material dan lain 
lain (Gomes, 2003 :1). 
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dan kekayaan yang 
terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak 
dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, waktu tenaga dan 
kemampuanya benar – benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan 
organisasi maupun bagi kepentingan individu.  
SDM dalam suatu perusahaan (BMT) merupakan sebuah keharusan dan 
kebutuhan. Perlu diketahui keberhasilan pengembangan BMT bukan hanya 
ditentukan keberhasilan penyebarluasan informasi, penyusunan atau 
penyempurnaan perangkat ketentuan hukum, atau banyaknya pembukaan jaringan 
kantor, tetapi juga ditentukan oleh kualitas SDM pengelola BMT itu sendiri, 
sehingga BMT bisa berjalan sesuai prinsip syariah dan dapat dimanfaatkan 
masyarakat luas sebagai bagian dari sistem keuangan yang rahmatan lil alamin. 
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Berdasarkan pernyataan Dr. Istadiyantha,MS selaku ketua DPS di BMT 
Kube Colomadu Sejahtera berkaitan dengan kualitas sumber daya insani 
mengatakan bahwa, kurangnya pemahaman pengelola BMT Kube Colomadu 
Sejahtera terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi berkaitan 
dengan implementasi operasionalisasi keuangan syariah. Kalaupun memiliki 
pengetahuan dan pemahaman akan prinsip-prinsip syariah secara teoritis, 
implementasi dalam operasionalisasi prinsip-prinsip ini perlu diberikan dalam 
bentuk pelatihan tersendiri dan diberikan oleh mereka yang berpengalaman.  
Sedangkan menurut Drs. H. Fathur Rokhim, S.Pd.i, M.S.I. selaku anggota 
DPS mengatakan bahwa :  
“ kita akan melakukan peningkatan terus,  karena ada buku panduan MUI 
itu. Karena Pak Laili membedah buku MUI itu, kalau saya lebih ke tausiyah atau 
motivasi kepada pengelola”. 
 
Untuk mencapai target pemahaman yang diinginkan pihak DPS dan BMT 
berusaha maksimal untuk melakukan terus perbaikan. Berupaya mendatangkan 
narasumber dari 2 Tim Ahli, yaitu: 
1)  Pusat Studi Ekonomi Islam – LPPM Universitas Sebelas Maret yang 
diwakilkan kepada Dr. Falikhatun dengan materi yang disampaikan berupa 
Akad-akad Produk Perbankan Syariah. 
2)  BMT Kube Colomadu Sejahtera mendatangkan Tim Ahli dari Pusat Studi 
Ekonomi Islam (PSEI) UNS Dewan Pengawas Syariah Prof. Dr. Salamah 
Wahyuni, SU dengan materi yang disampaikan berjudul Filosofi dan Prinsip 
Ekonomi Islam. 
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4.2.2 Efektifitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan di 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Asal kata efektifitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata 
efektif diartikan dengan : 
d. Adanya efek (akibat, pengaruh, kesannya) 
e. Manjur atau mujarab 
f. Dapat membuahkan hasil, berhasil guna (tindakan, usaha) 
Salah satu konsep mengukur prestasi kerja (performance) manajemen 
adalah efektifitas dan efisiensi. Menurut ahli manajemen Peter Drucker efektifitas 
adalah melukan pekerjaan yang besar (doing the right things), sedangkan efisensi 
adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing the right). Efektifitas 
merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau alat yang tepat 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hani, 1998: 7). 
Efektifitas merupakan ukuran menggambarkan sejauh mana sasaran dapat 
dicapai. Sedangkan efisensi menggambarkan bagaimana sumber – sumber daya 
dikelola secara tepat dan benar. Terkait dengan efektifitas kinerja DPS di KSPPS 
BMT Kube Colomadu Sejahtera maka dari itu perlu diadakan penilalian hasil 
pelaksaan tugas – tugas DPS. Dari hasil pengamatan ini dilakukan pengukuran 
yang dinyatakan dalam bentuk penetapan keputusan mengenai keberhasilan atau 
kegagalannya dalam menjalankan tugas (Hadari, 2006: 234). 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rohmad Arosid,SH.I selaku 
Kepala Bagian Marketing mengatakan bahwa :  
“Alhamdulillah cukup efektif walaupun belum maksimal mungkin 
keterbatasan waktu, tapi secara prinsip prinsip dia udah melakukan itu, dia cek 
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akad, cek bukti – bukti transaksi itu salah satu bentuk dia melakukan pengawasan 
secara efektif”. 
Sedangkan menurut Drs. H. Fathur Rokhim, S.Pd.i, M.S.I. mengatakan 
bahwa : 
“Efektif sekali wes.. Bagaimanapun juga DPS mengawasi setiap saat. 
Setiap Jumat kita usahakan kesana. Hari Sabtu semuanya pengawas,Pengurus, dan 
Pengelola kalau yang jumat gantian kadang Pak is, saya atau Pak Lali”. 
 
Hasil penelitian penulis terhadap DPS KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera bahwa rapat rutin yang diadakan DPS minimal setiap sebulan 2 kali 
pada hari Sabtu. Jika setahun ada 52 minggu maka rapat yang diadakan oleh DPS 
itu sebanyak 26 kali. Hal ini menunjukan bahwa DPS KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera telah melaksanakan tugasnya cukup optimal. 
 
4.3.  Pembahasan 
4.3.1. Pemahaman Sumber Daya Manusia di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera Terkait dengan Prinsip – Prinsip Syariah 
Dewasa ini berbagai lembaga keuangan syariah  telah mendorong 
tumbuhnya harapan yang begitu besar. Bukan saja harapan bahwa lembaga 
keuangan syariah dapat menawarkan produk dan jasa yang sesuai syariah, bahkan 
juga muncul harapan para pelaku yang bekerja di lembaga tersebut benar-benar 
menjalankan nilai-nilai Islami yang begitu luhur (Dani, 2014: 267). 
 Perkembangan lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai kendala. 
Salah satunya kendalanya yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
memahani konsep  syariah. Perlu diketahui majunya sebuah lembaga keuangan 
syariah tidak hanya dari pertumbuhan yang pesat dengan penyebaran informasi 
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yang baik, tetapi harus didukung dengan para pekerja yang mempunyai 
kemampuan di bidang syariah (Risa, 2012: 1). 
 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wahyu,SE.,SP. selaku manajer di 
KSPPS BMT Kube Colomadu sejahtera terkait pemahaman terkait ekonomi 
syariah. Beliau menyampaikan akan terus belajar terkait ekonomi syariah 
dikarenakan ekonomi syariah terus berkembang. Dengan semakin 
berkekambangnya ekonomi syariah terkadang membuat kita tidak paham. Maka 
dari itu kita akan terus belajar. 
 Salah satu bentuk dari pihak KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera guna 
menambah ilmu terkait ekonomi syariah dilakukanya  kajian setiap bulan 2 kali 
pada hari Sabtu.  Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wahyu,SE., SP. Kajian 
tersebut selain membahas Fatwa – Fatwa DSN-MUI juga melakukan kajian 
keagamaan untuk memotivasi para karyawan di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. 
Fatwa yang  dikaji untuk meningkatkan pemahaman SDM di KSPPS BMT 
Kube Coloadu Sejahtera antara lain: 
a. Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah 
b. Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah 
(Qiradh) 
c. Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV2000 Tentang Musyarakah 
d. Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 
e. Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam 
Murabahah. 
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f. Fatwa DSN No:16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah. 
g. Fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah 
Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. 
h. Fatwa DSN No:23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam 
Murabahah. 
i. Fatwa DSN No:27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bit-
Tamlik. 
j. Fatwa DSN No:44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multi Jasa 
k. Fatwa DSN No:46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan 
Murabahah (Khasm fil Muraabahah) 
l. Fatwa DSN No:47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang 
Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar 
m. Fatwa DSN No:48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali 
Tagihan Murabahah. 
n. Fatwa DSNNo:49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah. 
 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rohmad Arosid,SH.I. selaku 
Kepala Bagian Marketing selain melakukan kajian keagamaan akan melakukan 
pelatihan – pelatihan terkait konsep syariah di berbagai lembaga swasta maupun 
negeri. Lembaga yang sering melakukan pelatihan antara lain adalah perhimpunan 
BMT Indonesia, IKOSINDO, dan IKOPSYAH. Setiap lembaga tersebut 
melakukan kegiatan pelatihan untuk meningkatan mutu SDM di BMT, pihaknya 
akan  mendelegasikan karyawan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera untuk 
mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. 
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 Berdasarkan wawancara dengan DR. Istadhiyanto,MS untuk mencapai 
target pemahaman SDM yang diinginkan pihak BMT berusaha maksimal untuk 
melakukan terus perbaikan. Salah satu caranya yaitu menghadirkan 2 narasumber 
dari Pusat Studi Ekonomi Islam yakni Dr. Falikhatun dengan materi yang 
disampaikan berupa Akad-akad Produk Perbankan Syariah dan Prof. Dr. Salamah 
Wayuni, SU dengan materi yang disampaikan berjudul Filosofi dan Prinsip 
Ekonomi Islam. 
 
4.3.2. Efektifitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan di 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Sebuah lembaga bisa dikatakan efektif apabila kinerjanya telah mencapai 
standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan Standar 
pekerjaan merupakan kriteria ukuran dalam penilaian kinerja DPS, yang 
dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas – tugas dari 
suatu pekerjaan atau jabatan (Masliana, 2011: 76-77). 
Pemeriksaan atau penilaian ini dimaksudkan untuk menentukan sampai 
seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya 
untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai secara 
efisien, serta menentukan struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang kita 
inginkan. Menurut Hadari (2006: 243) standar pekerjaan harus mencakup tiga 
informasi pokok sebagai kriteria untuk melakukan penilaian keberhasilan atau 
kegagalan seseorang pekerja dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. 
Ketiga informasi tersebut adalah : 
1. Informasi terkait tugas yang harus dikerjakan oleh seorang pekerja. 
52 
 
 
 
 
2. Informasi tentang cara terbaik dalam melaksanakan tugas – tugasnya. 
3. Informasi terkait hasil yang maksimal dan seharusnya dalam menjalankan 
tugas - tugasnya. 
Kegiatan penilaian hasil kerja merupakan satu kegiatan yang penting 
dalam suatu lembaga, karena dengan penilalian hasil kerja ini dapat dilihat apakah 
pelaksanaan suatu standar kerja telah berjalan optimal ataukah belum. Untuk itu 
secara umum tujuan dilakukan penilaian hasil pelaksanan tugas – tugas ini adalah: 
1. Penilaian pekerjaan bertujuan untuk memperbaikan pelaksanaan pekerjaan, 
dengan memberikan bantuan agar setiap pekerja (dalam hal ini DPS) dapat 
mewujudkan dan mempergunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal 
dalam melaksanakan misi organisasi atau perusahaan melalui pelaksaan tugas – 
tugas yang telah di tetapkan. 
2. Bertujuan untuk menghimpun dan mempersiapkan informasi DPS dan manajer 
dalam membuat keputusan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip – 
prinsip yang diterapkan dalam keuangan. 
3. Menyusun Inventarisasi SDM di lingkungan BMT yang dapat digunakan 
dalam mendesain hubungan antara pekerja satu dengan yan lainnya. Sehingga 
dapat menyusun program pengembangan pribadi, dan menciptakan kerja sama 
antara karyawan disuatu lembaga keuangan. 
4. Untuk meningkatkan motivasi kerja yang berpengaruh pada prestasi dalam 
melaksanakan tugas – tugasnya, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan 
oleh perusahaan (Hadari, 2006: 248). 
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rohmad Arosid,SH.I dengan 
dilakukanya pengawasan secara intens oleh DPS dapat meningkatkan profesional 
dan tanggungjawab. Karena menurut beliau lembaga jasa, profesional dan 
bertanggungjawab itu hal yang terpenting.  Jadi eksistensi sebuah lembaga yang 
ketika sudah lepas dari profesional dan tanggungjawab pasti hancur. Dengan 
profesional dan tanggungjawab akan memberikan kenyamanan dan rasa 
kepercayaan . 
Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS berdasarkan wawancara 
dengan Bapak Rohmad Arosid,SH.I adalah melakukan pengawasan rutin ataupun 
melakukan inspeksi secara mendadak, DPS akan memeriksa transaski – transaksi 
yang dilakukan BMT, contohnya ada pembiayaan dengan biaya sekian juta untuk 
membeli mobil, DPS akan memeriksa transaksi – transaksi tersebut. DPS akan 
memeriksa setiap transaksi permbiayaan yang dilakukan. Maka dari itu pihak 
BMT tidak melakukan semena-mena untuk melakukan pembiayaan. 
Efektifitas peran DPS KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera dapat 
dilihat dalam laporan pengawasan DPS yang diserahkan pada stakeholdernya 
pada periode tertentu. 
Dalam melaksankan tugas sebagai pengawas maka DPS pun harus 
memberikan pertanggungjawaban dari hasil peran mereka, dalam hal ini sesuai 
dengan peraturan 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 harus menyerahkan laporan hasil 
pengawasan mereka  pada akhir periode. Adapun stakeholder DPS di KSPPS 
BMT Kube Colomadu adalah DSN-MUI, Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan 
Anggota. 
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Laporan hasil pengawasan yang dilakukan DPS  meliputi :  
a. Melakukan kegiatan Sabtu Aktif, yaitu kegiatan rutin setiap dua pekan sekali 
yang diselenggarakan pada setiap hari Sabtu pukul 9.30-11.30 di Kantor 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera, dengan kegiatan inti mengkaji 
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI). Karena prinsip syariah menurut Permen Koperasi dan UKM Nomor 
16 Tahun 2015 yang harus dijalankan KSPPS adalah prinsip hukum Islam 
dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
DSN-MUI. Kegiatan ini dilengkapi dengan pembinaan keagamaan yang lain 
berupa baca Al-Quran, tausiyah, musyawarah, dsb. 
b. Pemeriksaan akad-akad KSPPS BMT Kub Colomadu Sejahtera, secara 
berkala. 
c. Melakukan pembinaan kepada seluruh pengurus, pengawas, pengelola, dan 
bahkan DPS dengan mengundang Tim Ahli dari Pusat Studi Ekonomi Islam 
(PSEI) UNS. 
d. KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera merencanakan akan mengundang 
Tim Ahli dari PSEI UNS setiap semester untuk memberikan pencerahan 
kepada semua kolega KSPPS BMT KCS. 
e. Semua Produk baru KSPPS BMT KCS dan semua proposal Baitul Maal baru 
akan dapat dilaksanakan oleh KSPPS BMT KCS setelah mendapat 
persetujuan DPS. 
Terkait dengan laporan dan tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPS 
menurut Bapak Rohmad Arosid,SH.I. 
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“ DPS itu salah satu struktual melakukan pengawasan dalam kesyariatan, 
kalau terkait pelaksanaan, dan tugas DPS sedangkan secara pengawasan ada 
laporan. Ada laporan bulanan, ada laporan semester di laporkan ke pengurus. Tapi 
secara intensitas dengan kita, katakanlah kita selaku bawahan, alhamdulillah 
menjalin hubungan dengan kita dan sering melakukan silahturahmi kesini. Selepas 
beliau mau sidak atau DPS mau apa itu terserah dia. Tetapi kita tetap melakukan 
komunikasi dengan baik”. 
Menurut Dani (2014: 287), efektivitas dapat ditentukan lima hal, yaitu : 
posisi pengawas benar – benar independen,  posisi jabatan pengawas harus lebih 
tinggi dari yang diawasi, adanya prosedur pengawasan yang baku dan teruji, 
pengawas memiliki kejujuran yang tinggi, pengawas memiliki skill dan 
pengetahuan yang memadai. Apabila kelima hal ini terpenuhi maka suatu 
pengawasan dapat dinilai efektif. 
DPS di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera tidak mempunyai 
hubungan keluarga dengan pengurus dan pengelola KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS tidak pernah mendapat intervensi 
dari pihak manapun. Menurut pandangan penulis DPS di KSPPS BMT Kube 
Colomadu independen. 
DPS diharuskan memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Dengan 
kejujuran yang tinggi, DPS diharapkan dapat melaporkan hasil pengawasannya 
sesuai fakta dilapangan tanpa ada suatu yang ditutupinya. DPS sebagai pengawas 
BMT harus merasa di awasi oleh ALLAH, sehingga segala aktvitas 
pengawasannya dapat benar- benar objektif. DPS di KSPPS BMT Kube 
Colomadu mempunyai latar belakang Agama yang baik. Ketua DPS DR. 
Istadhiyanto,MS merupakan Ulama di Colomadu dan sebagai pengajar bahasa 
arab dan ahli fiqh muamalah di UNS, anggota DPS yang lain Ustadz laili, Lc. 
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merupakan lulusan Kairo Mesir, dan Drs. H. Fathur Rokhim, S.Pd.i, M.S.I. adalah 
guru di SMP N 1 Ngemplak Boyolali dan Dosen Agama di Perguruan Tinggi 
Swasta di Solo. Penulis menilai bahwa ketiganya mempunyai kejujuran yang 
tinggi. 
Dalam hal kompetensi, DPS harus mempunyai kemampuan dan  skill yang 
tinggi terutama dalam hukum islam dan keuangan syariah. Persyaratan kapabilitas 
bagi DPS merupakan syarat mutlak yang paling urgen dan harus dipenuhi. Dari 3 
DPS yang dimiliki KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera mempunyai kelebihan 
masing – masing dan memiliki sertifikat DPS dari DSN-MUI. 
Ketua DPS bapak DR. Istadhiyanto, MS. ahli dalam fiqh muamalah, 
kemudian ada anggota DPS  lulusan Kairo yaitu Ustadz Laili,Lc. ketika 
membedah fatwa DSN-MUI mampu membedah dengan detail. Dan anggota DPS 
yang lain Drs. H. Fathur Rokhim, S.Pd.i, M.S.I. kerap mengisi kajian untuk 
meningkatkan motivasi SDM yang dimiliki oleh KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. DPS bekerja dalam satu tim, maka setiap anggota dapat saling 
menutupi kekurangan. Kapabilitas yang dipersyarakatkan untuik menjadi DPS 
telah dipenuhi dengan baik. 
Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh DPS pada KSPPS BMT 
Kube Colomadu Sejahtera memeriksa transaksi – transaksi yang terjadi yang 
sudah ada prosedur. Dimana sebulan dua kali pada hari sabtu memeriksa 
transaksi,  Jadi setiap DPS melakukan pengawasan dan memintai berkas transaski 
harus disiapkan oleh pengelola / karyawan KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. Terkadang DPS melukan sidak mendadak  untuk memeriksa berkas – 
57 
 
 
 
 
berkas transaksi, dengan cara seperti ini dapat meminimalisir pelanggaran 
terhadap prinsip syariah dan dapat teridentifikasi. 
Selain itu efektifitas dapat dilihat dari hubungan komunikasi DPS dengan 
pengelola, DPS berdasarkan wawancara dengan bapak rohmad Arosid,SH.I terkait 
DPS menjalin hubungan komunikasii dengan pegawai, beliau mengatakan  
“Alhamdulillah secara emosional sudah mengenal beliau beliau sebagai DPS, 
karena kita dalam satu organisasi, kit  a saling berkaitan, alhamdulillah dari segi 
komunikatif kita berjalan dengan baik”. 
 
Hasil penelitian penulis terhadap DPS KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera bahwa rapat rutin yang diadakan DPS setiap sebulan 2 kali pada hari 
Sabtu. Jika setahun ada 52 minggu maka rapat yang diadakan oleh DPS itu 
sebanyak 26 kali. Hal ini menunjukan bahwa telah melaksanakan tugasnya 
berdasarkan PAS Perhimpunan BMT Indonesia sehinggga dapat disimpulkan 
pengawasan dilakukan DPS KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera cukup 
efektif. 
 
 
 BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera dapat menyimpulkan : 
1. Pemahaman SDM di KSPPS BMT Kube Colomadu masih belum baik 
terkait prinsip ekonomi syariah. Tetapi pihak BMT berusaha maksimal 
untuk melakukan terus perbaikan. Bentuk – bentuk perbaikannya antara lain 
melakukan kajian rutin setiap bulan 2 kali pada hari sab tu untuk membedah 
fatwa DSN-MUI, mendelegasikan karyawan untuk ikut pelatihan prinsip 
ekonomi syariah yang diadakan lembaga swasta ataupun negeri, 
mendatangkan team ahli dari Pusat Studi Ekonomi Islam UNS yang 
diwakilkan kepada Dr. Falikhatun dengan materi yang disampaikan berupa 
akad-akad produk perbankan syariah, dan Prof. Dr. Salamah Wahyuni, SU 
dengan materi yang disampaikan berjudul filosofi dan prinsip ekonomi 
Islam. 
2. Hasil penelitian penulis terhadap DPS KSPPS BMT Kube Colomadu cukup 
efektif. Dikarenakan telah menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI maupun PAS BMT Indonesia. Efektifitas peran DPS dapat 
dilihat dalam laporan pengawasan yang meliputi :melakukan kegiatan sabtu 
aktif, pemeriksaan akad-akad secara berkala, pembinaan kepada seluruh 
pengurus, pengawas, pengelola, dan bahkan DPS dengan mengundang Tim 
Ahli dari Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) UNS. Merencanakan akan 
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mengundang Tim Ahli dari PSEI UNS setiap semester, dan semua produk 
baru dan semua proposal Baitul Maal baru akan dapat dilaksanakan oleh 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera setelah mendapat persetujuan DPS. 
 
5.2. Saran 
Hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada : 
1. KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Penulis memberikan saran terkait dengan sumber daya manusia di 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera lebih meningkatkan pemahaman 
prinsip ekonomi syariah, meningkatkan produktivitas (jumlah anggota 
sekaligus jumlah pendapatannya), dan hubungan kerjasama / kekeluargaan 
antar karyawan harus dijaga dan dipertahankan serta ditingkatkan. 
2. Dewan Pengawas Syariah 
Sebaiknya untuk DPS mensosialisasikan mengenai ekonomi syariah 
kepada anggota atau masyakarat luas. Dikarenakan permasalahan yang 
timbul terkadang bukan dari pihak KSPPS BMT Kube Colomadu melainkan 
juga timbul dari anggota yang belum memahami ekonomi syariah. 
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LAMPIRAN 
  
Lampiran 1   
Jadwal Penelitiaan 
 
 
NO 
Bulan Desember 
2016 
Maret 
2017 
April Mei Juli 
Agustus September Desember 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  
Penyusunan 
Proposal 
X X X X                
             
2.  Konsultasi DPS    X     X X X X    X                 
3.  Revisi Proposal         X X X                      
4.  
Ujian Seminar 
Proposal 
              X     
             
5.  
Revisi Pasca Ujian 
Seminar 
               X X   
 X X   X        
6.  Pengumpulan Data        X        X  X     X X         
7.  Analisis Data                   X X X  X X         
8.  
Penulisan  Akhir 
Skripsi 
                  X 
X X X X X X        
9.  Ujian Munaqosyah                            X     
10.  Revisi  Skripsi                              X X X 
6
3 
64 
 
 
 
 
Lampiran 2 Form Catatan Observasi 
 
FORM CATATAN OBSERVASI 
Hari/Tanggal : Jum’at, 21 Juli 2017 
Waktu : 15.00 
Tempat/Lokasi : KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Catatan : Situasi di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera pada saat 
itu sepi karena sudah tutup. Namun di apabila dibandingkan 
BMT lain KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
tergolong besar itu terbukti dengan memiliki  Karyawan 
sejumlah 17 orang dan memiliki anggota 4.481 orang 
hingga 2016. 
 
 
FORM CATATAN OBSERVASI 
Hari/Tanggal : Jum’at, 25 Agustus 2017 
Waktu : 09.00 WIB 
Tempat/Lokasi : KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Catatan : Pada hari Jum’at pagi saat akan menemui narasumber yakni 
Bp. Rohmad Arosid, S.H.I. seluruh karyawan disana 
berkumpul dan melakukan pengajian rutin yang 
disampaikan oleh karyawan KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. Kegiatan tersebut rutin di adakan setiap pagi 
secara bergilir. 
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FORM CATATAN OBSERVASI 
 
Hari/Tanggal : Sabtu, 2 Desember 2017 
Waktu : 09.00 WIB – 11.00 WIB 
Tempat/Lokasi : KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
Catatan : Kegiatan pegawasan yang dilakukan DPS ke BMT sudah 
bisa dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini meliputi diskusi 
dengan BMT terkait permasalahan yang dihadapi saat ini, 
pelaksanaan pelatihan bagi pengurus dan pengelola BMT 
dan focus group discussion  terkait dengan akad – akad 
BMT. 
Hasil pre-test yang dilakukan oleh DPS dan diberikan 
kepada pengurus dan pengelola seputar pemahaman dan 
penentuan akad – akad dalam operasional BMT menunjukan 
cukup paham  dengan akad – akad yang digunakan di BMT 
tetapi dalam implementasinya masih belum bisa diterapkan 
100% sesuai syariah karena kondisi lapangan. Kebanyakan 
BMT masih menggunakan single akad yang menimbulkan 
kerumitan kika transaksi yang dilakukan semakin banyak. 
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Lampiran 3 Form Catatan Wawancara 
 
FORM HASIL WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal :  31 Mei 2017 
Waktu  : 16.30 WIB. 
Tempat : Tolohudan Kulon Rt 02 Rw 3 
1. Data Pewancara  
 Nama                         :  Nur Hibatullah Ahmad 
 NIM                           :  132231090 
 Status                         :  Mahasiswa 
 Fakultas                     :   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
 Jurusan                       :  Perbankan Syariah 
 Universitas                 : IAIN Surkarta 
 
2. Data Informan   
 Nama : DR. Istadhiyanto 
 TTL : Boyolali 
 Pekerjaan : Dosen UNS – FIB 
 Lama Bekerja : 8 tahun 
 Jabatan : Ketua DPS KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera 
 Riwayat Pendidikan : 1. S1 - Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada, 
1980. 
2. S2 - Kajian Timur Tengah, Universitas 
Gadjah Mada. 
3. S3 - S. Indo & Jawa . Filologi, Universitas 
Gadjah Mada, 1989 
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3. Hasil Wawancara 
 Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan pemahaman 
SDM di KSPPS BMT Kube Colomadu masih belum baik. Tetapi 
pihak BMT berusaha maksimal untuk melakukan terus perbaikan. 
Guna mencapai target pemahaman yang diinginkan, digunakan 
narasumber dari 2 Tim Ahli, yaitu: 
1)  Pusat Studi Ekonomi Islam – LPPM Universitas Sebelas Maret 
yang diwakilkan kepada Dr. Falikhatun dengan materi yang 
disampaikan berupa Akad-akad Produk Perbankan Syariah. 
2)  BMT Kube Colomadu Sejahtera mendatangkan Tim Ahli dari 
Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) UNS Dewan Pengawas 
Syariah Prof. Dr. Salamah Wahyuni, SU denganmateri yang 
disampaikan berjudul Filosofi dan Prinsip Ekonomi Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surakarta, 31 Mei 2017 
 
DR. Istadhiyanto, MS. 
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Lampiran 4 Form Catatan Wawancara 
 
FORM HASIL WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal :  21 Juli  2017 
Waktu  : 15.00 WIB. 
Tempat : KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
1. Data Pewancara  
 Nama                         :  Nur Hibatullah Ahmad 
 NIM                           :  132231090 
 Status                         :  Mahasiswa 
 Fakultas                     :   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
 Jurusan                       :  Perbankan Syariah 
 Universitas                 : IAIN Surkarta 
 
 
2. Data Informan   
 Nama : Wahyu Setyorini, SP, SE. 
 TTL : Pacitan, 21 Januari 1970 
 Pekerjaan : Manager 
 Lama Bekerja : 11 Tahun 
 Jabatan : Manajer KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
 Riwayat Pendidikan : 1. SD – SMA di Pacitan 
2. UNS – Ekonomi Pertanian 
3. UNIBA - AKUNTANSI 
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3. Hasil Wawancara 
  
Terkait laporan – laporan keuangan pihak pengelola akan transparan 
karena menyangkut  GCG. Yakni laporan ke pengurus, ke pengawas, 
maupun ke anggota.  
Pada Setiap Sabtu sebulan 2 kali. DPS akan melakukan pengawasan 
dan pembinanaan untuk melakukukan kajian ke Fatwa DSN MUI, 
Agar pihak pengelola dapat meningkatkan pemahaman tentang 
konsep keuangan  syariah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surakarta, 21 Juli 2017  
Wahyu Setyorini, SP, SE. 
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Lampiran 5 Form Catatan Wawancara 
 
FORM HASIL WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal :  25 Agustus  2017 
Waktu  :  09.00 WIB. 
Tempat : KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
1. Data Pewancara  
 Nama                         :  Nur Hibatullah Ahmad 
 NIM                           :  132231090 
 Status                         :  Mahasiswa 
 Fakultas                     :   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
 Jurusan                       :  Perbankan Syariah 
 Universitas                 : IAIN Surkarta 
 
2. Data Informan   
 Nama : Rohmad Arosid, S.H.I 
 TTL : Boyolali, 21 Juni 1980 
 Pekerjaan : Kabag. Marketing 
 Lama Bekerja : 11 Tahun 
 Jabatan : Kabag. Marketing KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera 
 Riwayat Pendidikan : 1. MIM – SMA di boyolali 
2. STAIN Surakarta – Fakultas Syariah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
 
 
 
 
3. Hasil Wawancara 
  
Dari pengawasan DPS dilakukan di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera cukup efektif walaupun belum maksimal mungkin 
keterbatasan waktu, tapi secara prinsip prinsip dia udah melakukan 
itu, dia cek akad, cek bukti – bukti transaksi itu salah satu bentuk dia 
melakukan pengawasan secara efektif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surakarta, 25 Agustus  2017 
 
Rohmad Arosid, S.H.I 
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Lampiran 6 Form Catatan Wawancara 
 
FORM HASIL WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal :  Senin, 16 Oktober 2017  
Waktu  :  12.37 WIB. 
Tempat : SMP N 1 Ngemplak, Boyolali. 
1. Data Pewancara  
 Nama                         :  Nur Hibatullah Ahmad 
 NIM                           :  132231090 
 Status                         :  Mahasiswa 
 Fakultas                     :   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
 Jurusan                       :  Perbankan Syariah 
 Universitas                 : IAIN Surkarta 
 
2. Data Informan   
 Nama : Drs. H. Fathur Rokhim, S.Pd.i, M.S.I. 
 TTL : Boyolali, 7 Mei 1965 
 Pekerjaan : Guru PNS (SMP N 1 Ngemplak, Boyolali) 
 Lama Bekerja : 2 Tahun (DPS) 
 Jabatan : Anggota DPS 
 Riwayat Pendidikan : 1. Diploma 2 – Bahasa Inggris – UNS 
2. S1 – Bahasa Indonesia -  UNS 
3. S1 – Pendidikan Agama – STAIMUS 
4. S2 – Magister Studi Islam (UMS) 
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3. Hasil Wawancara 
  DPS dipilih berdasarkan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang 
mempunyai kapasitas di bidang syariah. 
 DPS melakukan pengawasan dengan cara datang ke BMT, 
melakukan pengecekan akad – akad, melakukan pembinaan terhadap 
karyawan BMT, dan melaukan bedah buku Fatwa DSN-MUI. 
 Kendala yang dihadapi Drs. H. Fathur Rokhim, S.Pd.i, M.S.I. selaku 
anggota DPS adalah terkait waktu. Karena beliau juga terikat 
menjadi pengajar di SMP N 1 Ngemplak, Boyolali dan Dosen tidak 
tetap di Pratama Mulia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surakarta, 16 Oktober  2017 
 
Drs. H. Fathur Rokhim, S.Pd.i, M.S.I. 
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Lampiran 7 Pedoman Wawancara 
 
  Pertanyaan untuk Ketua Dewan Pengawas Syariah 
1. Bagimana Fungsi, Tugas dan wewenang DPS (Dewan Pengawas Syariah) 
di BMT ? 
2. Sudah berapa lama anda menjadi DPS ? 
3. Bagaimana mekanisme untuk menjadi seorang DPS ? 
4. Bagaimana anda melakukan pengawasan di KSPPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera ? 
5.  Seberapa efektifkah anda sebagai Dewan Pengawas Syariah dalam 
melakukan  Pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera? 
6. Apa Kendala – kendala yang dihadapi seorang DPS ? 
7. Dalam melakukan pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera, apakah ada penemuan akad yang belum pas sesuai dengan fatwa 
DSN-MUI ? 
8. Bagaimana pemahaman staff / karyawan KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera terkait dengan akad akad / produk di BMT tersebut ? 
9. Bagaimana implementasi Good Corporate Governance (GCG) di  KSPPS 
BMT Kube Colomadu Sejahtera (terkait dengan  independensi, 
transparansi, akuntabilitas, responbilitas, kewajaran) 
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Lampiran  8 Transkip Wawancara 
 
Transkip Wawancara Penelitian 
Informan : DR. Istadiyantha, MS. (Ketua DPS) KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera 
  
P  : Bagaimana Fungsi, Tugas, dan wewenang DPS  menurut Anda ? 
I : Nanti saya emailkan saja kalau itu.   
P : Sudah berapa lama Jenengan menjadi DPS ? 
I : Sudah 5 tahunan ya tapi bersertfikat mulai tahun 2015. 
P : Sertifkatnya itu darimana Pak ? 
I : Dari DSN. 
P : Apakah Menjadi DPS ada batas maksimalnya atau masa berlakunya ? 
I : ow tidak ada.. menjadi DPS tergantung  pada RAT ( Rapat Anggota 
Tahunan) 
P : Mekanisme menjadi seorang DPS itu bagaimana Pak ? 
I : DPS kan kepercayaan anggota.. Siapa yang bersertifikat bisa ditunjuk 
anggota. 
P : Anda melakukan pengawasan itu di BMT bagaimana pak ? 
I : Kan wajib.. sebuah BMT wajib di awasi oleh pengawas manajemen, 
pengawas keuangan, dan pengawas syariah kan wajib.. Hukumnya wajib 
bahwa sebuah BMT diawasi dengan sektor manajemen, keuangan, dan 
syariah. 
P : Jadi biasa berkunjung berapa hari pak ke BMT ? 
I : Sebenarnya idealnya saya seminggu sekali tapi kadang kadang belum ada 
pekerjaan.. yah pendek kata insyallah berkunjung ke BMT seminggu 
sekali. 
P : Untuk harinya apakah di tentukan ? 
I : Hari Jum’at. 
P : Biasanya yang dilakukan apa pak ketika di BMT ? 
I : Ya biasanya memeriksa transaksi – transaksi . 
P : Pada sampai saat ini apa kendala yang dihadapi pak ? 
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I : Untuk sampai saat ini belum ada kendala, karena ada kerjasama yang 
baik, Jadi pihak manajer kan menyiapkan model model transaksi. Terus 
kami memeriksa mana yg sudah berprinsip syariah.. dan juga mengawasi 
peran Baitul Maal apakah sesuai syariah apakah tidak.    
P : Apakah disana ada akad yang belum pas atau belum sempurna ? 
I : Kita mengarah untuk menjadi lebih baik lagi.  
P : Bagaimana SDM di BMT yang anda awasi pak ? 
I :Masih belum sempurna pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi 
pengelola dan karyawan lembaga keuangan syariah akan prinsip-prinsip 
syariah yang harus dimiliki dan diterapkan. Maka dari itu kami terus 
melakukan  pembianaan. Dengan cara melakukan kajian setiap sebulan 2 
kali pada hari sabtu.  
Guna mencapai target pemahaman yang diinginkan, kami juga 
mendatangkan nara sumber dari 2 Tim Ahli, yaitu: 
Pusat Studi Ekonomi Islam – LPPM Universitas Sebelas Maret yang 
diwakilkan kepada Dr. Falikhatun dengan materi yang disampaikan berupa 
Akad-akad Produk Perbankan Syariah. dan mendatangkan Tim Ahli dari 
Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) UNS Dewan Pengawas Syariah Prof. 
Dr. Salamah Wahyuni, SU dengan materi yang disampaikan berjudul 
Filosofi dan Prinsip Ekonomi Islam. 
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Lampiran 9 Pedoman Wawancara 
 
Pertanyaan  untuk Manager 
1. Bagaimana fungsi dan tugas anda sebagai Manajer ? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera ? 
3. Bagaimana pelaksanaan peran, tugas, dan pertanggungjawaban Dewan 
Pengawas Syariah menurut anda ? 
4. Bagaimana mengatasi masalah apabila ada human erorr pada KSPPS BMT 
Kube Colomadu Sejahtera? 
5. Bagaimana pemahaman SDM di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
terkait literasi keuangan syariah ? 
6. Bagaimana Operasionalisasi produk penyimpanan dan pembiayaan yang 
belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ? 
7. Operasionalisasi penentuan harga yang belum sesuai dengan prinsip-
prinsipSyariah ? 
8. Bagaimana implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) di 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera (terkait dengan  independensi, 
transparansi, akuntabilitas, responbilitas, kewajaran )  
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Lampiran  10 Transkip Wawancara 
 
Transkip Wawancara Penelitian 
Informan : Manajer KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtea 
 
P : Bagaimana fungsi tugas anda sebagai Manajer ? 
I : Yang jelas mengkoordinir aktivitas di BMT dari sisi manajemen. 
Manajemen operasionalnya, keuangan dan sampai kontrolnya. 
P : Menurut anda tugas pelaksanaan DPS sudah baik apa belum ? 
I : Cukup baik, dari 3 DPS yang kami miliki sudah ada yang bersertifikat, 
yakni Ketua DPS bp. DR. Istadhiyanto, kemudian yang satu itu lulusan 
Kairo yaitu Ustadz Laili. Ketika membedah Fatwa – fatwa DSN-MUI bisa 
membedah dengan detail. 
P : Untuk mengatasi bila terjadi Human Erorr di BMT bagaimana bu ? 
I :Kita akan melakukan klarifikasi dahulu, kalau memang ada human erorr 
kita selesaikan secara kekeluargaan. 
P : Bagaimana pehaman SDM di BMT Kube terkait literasi keuangan 
syariah ? 
I : Kami akan terus belajar, memang tentang keuangan syariah terus 
berkembang, mungkin yang kemarin kita sudah paham yang sekarang 
belum, terkadang semua permasalahan itu datang dari persoalan di 
masyarakat, produk – produk pun sebetulnya terkait permintaan 
masyarakat.  
P : Operasionalisasi produk penyimpanan dan pembiayaan yang belum 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, itu bagaimana bu cara 
meluruskannya agar sesuai fatwa DSN ? 
I : Dari kita atau dari masyarakat. 
P : Dua – duanya bu dari masyarakat bagaimana, dari pihak bmt bagaimana? 
I : Kalau dari kita misal ada produk baru, kita akan konsultasikan, kalau 
misal ada akad yang kurang pas padahal diminati masyarakat,  kita akan 
kaji lagi. Kalau dari masyarakat belum memahami konsep syariah kita 
akan melakukan sosialisasi dan edukasi. 
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P : Untuk penentuan harga di BMT bagaimana bu, misalnya terkait tarif 
untuk mengambil motor ? 
I : Kita sudah mempunyai standar sendiri, ketika harga yang mau kita 
tawarkan ke anggota misal ada yang nawar kita layani, supaya sama sama 
ridho. Intinya kaya jual beli kaya umumnya. 
P : Apa masih mengacu pada BI rate penentuan harga ini  ? 
I : Ow tidak.. kita tidak terikat dengan BI karena kita koperasi ? 
P :Untuk implementasi prinsip GCG di BMT bagaimana bu ? 
I : Insyallah kita transparan dengan laporan – laporan keuangan, kita 
laporan ke pengurus, ke pengawas, maupun ke anggota. Kalau ke anggota 
Setiap tahun kita ada Rapat anggota itu semua laporan keuangan, 
neraca,laba rugi, modalnya kita laporkan. Kalau ke pengurus dan anggota 
paling tidak kita laporan sebulan sekali. Keterbukaan sangat penting dalam 
hal ini. 
P : Untuk kajian setiap hari sabtu, 2 minggu sekali itu pembahasannya 
terkait apa bu ? 
I : Banyak kajian ke Fatwa DSN MUI, kan buku – bukunya tebal masih ada 
berapa jilid, kalau kita pengelola yang baca terkadang kurang paham, 
kalau ada yang menerangkan, paham bahasa arab, paham dalil – dalil, 
kadang kadang ada pertanyaan kenapa kok DSN memfatwakan ini ? dulu 
ada shirohnya, beliau ustadz lali bisa menjelaskannya. Selain kajian fatwa 
DSN MUI kita juga ada kajian umum untuk karyawan memotivasi disini.  
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Lampiran 11 Pedoman Wawancara 
 
Daftar Pertayaan Untuk Kabag Marketing 
1. Bagaimana pelaksanaan peran, tugas, dan pertanggungjawaban Dewan 
Pengawas Syariah menurut anda ? 
2. Bagaimana  Dewan Pengawas Syariah menjalin hubungan komunikatif yang 
baik dengan para pegawai ? 
3. Apakah Dewan Pengawas Syariah  cenderung bersifat aktif untuk 
menanyakan kepada para manajer dan pegawai di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera ? 
4. Apakah Program pengajian keagaman dapat meningkatkan pemahaman 
pegawai mengenai kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah dalam setiap 
aktivitas operasional dan produk BMT ? 
5. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat 
menumbuhkan kesadaran  mematuhi prinsip – prinsip syariah dalam setiap 
aktivitas operasional di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera ? 
6. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh  Dewan Pengawas Syariah dapat 
meningkatkan semangat  para pegawai KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera bekerja secara profesional dan bertanggung jawab ? 
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah agar 
karyawan bekerja secara profesional ? 
8. Apakah Dewan Pengawas Syariah sudah melakukan pengawasan secara 
efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah di 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera ?  
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Lampiran  12 Transkip Wawancara 
 
Transkip Wawancara Penelitian 
Informan : Kabag. Marketing KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtrea 
 
P : Bagaimana pelaksanaan peran, tugas, dan pertanggungjawaban Dewan 
Pengawas Syariah menurut anda ? 
I : DPS itu salah satu struktual melakukan pengawasan dalam kesyariatan, 
kalau terkait pelaksanaan, dan tugas DPS sudah bagus karena secara intens 
melakukan pengawasan. 
P : Bagaimana  Dewan Pengawas Syariah menjalin hubungan komunikatif 
yang baik dengan para pegawai 
I : Alhamdulillah secara emosional sudah mengenal beliau beliau sebagai 
DPS, karena kita dalam satu organisasi, kita saling berkaitan, 
alhamdulillah dari segi komunikatif kita berjalan dengan baik. 
P : Apakah Dewan Pengawas Syariah  cenderung bersifat aktif untuk 
menanyakan kepada para manajer dan pegawai di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera ? 
I : Alhamdulillah lumayan aktif, kalau DPS itu secara pengawasan ada 
laporan. Ada laporan bulanan, ada laporan semester di laporkan ke 
pengurus. Tapi secara intensitas dengan kita, katakanlah kita selaku 
bawahan, alhamdulillah menjalin hubungan dengan kita dan sering 
melakukan silahturahmi kesini. Selepas beliau mau sidak atau DPS mau 
apa itu terserah dia. Tetapi kita tetap melakukan komunikasi dengan baik. 
P : Apakah program pengajian keagaman dapat meningkatkan pemahaman 
pegawai mengenai kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah dalam 
setiap aktivitas operasional dan produk BMT ? 
I : Kalau disini kajian sudah terprogam, satu bulan ada 2 kali. Kita akan 
merefresh atau membedah konsep syariah terus menerus, kita akan 
melibatkan pengelola, pengurus termasuk pengawas juga. DPS 
bertanggungjawab mengenai itu kalau jenengan menanyakan program 
kajian agamaan meningkatkan pemahaman itu otomatis menigkatkan. Kita 
juga melakukan pelatihan pelatihan terkait konsep syariah di berbagai 
lembaga swasta maupun negeri ada pasti kita ikutkan. Kita juga bergabung 
dalam perhimpunan BMT, IKOSINDO, dan INKOPSYAH. Untuk masuk 
dalam asosiasi ini tidak mudah dibutuhkan persyaratan, kesehatan 
pelaksanaan BMT, pelaksanaan konsep syariah. Dan asosiasi kerap 
melakukan kegiatan pelatihan untuk meningkatan mutu SDM di BMT. 
P :  Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah 
dapat menumbuhkan kesadaran  mematuhi prinsip – prinsip syariah dalam 
setiap aktivitas operasional di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera? 
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I : iyaa  benar dengan adanya pengawasan intens yang dilakukan oleh DPS 
otomatis dapat meningkatkan kita sebagai pengelola atau karyawan 
kesadaran terhadap konsep syariah 
P : .Apakah pengawasan yang dilakukan oleh  Dewan Pengawas Syariah 
dapat meningkatkan semangat  para pegawai KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera bekerja secara profesional dan bertanggung jawab ?   
I :  Profesional dan bertanggungjawab itu satu kesatuan dalam sistem kerja 
kita. Karena apa ? karena kita adalah lembaga jasa, profesional dan 
bertanggungjawab itu hal yang terpenting. Jadi eksistensi sebuah lembaga 
syariah itu atau lembaga apapun ketika sudah lepas dari profesional dan 
tanggungjawab pasti hancur. Kita berdiri 2006 sampai  2011 kita terus 
alhamdulillah terus eksis seperti ini. Kita hidup itu datang bukan dari 
pengelola, pengurus tapi dari anggota, anggota bisa seperti itu kita bisa 
seperti ini itu karena kenyamanan, rasa,kepercayaan. Kepercayaan itu 
datang pasti datang dari profesional dan tanggungjawab. Jadi kalau 
jenengan tanya Apakah pengawasan yang dilakukan oleh  Dewan 
Pengawas Syariah dapat meningkatkan semangat  para pegawai KSPPS 
BMT Kube Colomadu Sejahtera bekerja secara profesional dan 
bertanggung jawab ? itu pasti. 
P : Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah agar 
karyawan bekerja secara profesional ? 
I :  Yang saya pahami selama ini DPS dari segi pengawasan. Misalnya apa 
yang kegiatan yang kita lakukan misalnya ya DPS kan rutin melakukan 
pengawasan baik itu sidak ataupun bulanan. Kalau bekerja secara 
profesional dia control saja, transaksi yang kita lakukan, bener egak ini 
tanya, bukti apa. Misal itu ada pembiayaan sekian juta untuk beli mobil 
kan ada kwitansinya. Ini ada pembiayaan sewa berarti ini termasuk ijarah 
mana buktinya. Maka dari itu kita tidak melakukan semenana untuk 
melakukan pembiayaan. 
P : Apakah Dewan Pengawas Syariah sudah melakukan pengawasan secara 
efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah di 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera ?  
I : Alhamdulillah cukup efektif walaupun belum maksimal mungkin 
keterbatasan waktu, tapi secara prinsip prinsip dia udah melakukan itu, dia 
cek akad, cek bukti – bukti transaksi itu salah satu bentuk dia melakukan 
pengawasan secara efektif. 
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Lampiran 13 Pedoman Wawancara 
  
 Pertanyaan untuk Anggota Dewan Pengawas Syariah 
1. Bagimana Fungsi, Tugas dan wewenang DPS (Dewan Pengawas Syariah) 
di BMT ? 
2. Sudah berapa lama anda menjadi DPS ? 
3. Bagaimana mekanisme untuk menjadi seorang DPS ? 
4. Bagaimana anda melakukan pengawasan di KSPPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera ? 
5.  Seberapa efektifkah anda sebagai Dewan Pengawas Syariah dalam 
melakukan  Pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera? 
6. Apa Kendala – kendala yang dihadapi seorang DPS ? 
7. Dalam melakukan pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera, apakah ada penemuan akad yang belum pas sesuai dengan fatwa 
DSN-MUI ? 
8. Bagaimana pemahaman staff / karyawan KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera terkait dengan akad akad / produk di BMT tersebut ? 
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Lampiran 14 Transkip Wawancara 
 
Transkip Wawan cara Penelitian 
Informan : Drs. H. Fathur Rokhim, S.Pd.i, M.S.I. (Anggota DPS) KSPPS 
BMT Kube Colomadu Sejahtera 
 
P : Bagimana Fungsi, Tugas dan wewenang DPS (Dewan Pengawas 
Syariah) di BMT ? 
I :  Sama kaya Pak Is pasti, tugas DPS adalah menjaga BMT yang diawasi 
agar tetap sesuai syariah. 
P : Sudah berapa lama anda menjadi DPS ? 
I : 2 Tahun ini.. 2016, dan 2017 ini tahun kedua. 
P : Bagaimana mekanisme untuk menjadi seorang DPS ? 
I : Gini..  berdasarkan RAT dulu, dan yang mempunyai kompetensi di 
bidang syariah di tunjuk. 
P :Bagaimana anda melakukan pengawasan di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera ? 
I : Datang ke BMT langsung untuk mengecek akad akad, dan melakukan 
pembianaan terus setiap sabtu ketiga melakukan pembianaan ya.. membahas buku 
FATWA MUI juga. 
P : Seberapa efektifkah anda sebagai Dewan Pengawas Syariah dalam 
melakukan  Pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera? 
I : Efektif sekali wes.. Bagaimanapun juga DPS mengawasi setiap saat. 
Setiap Jumat kita usahakan kesana. Hari Sabtu semuanya pengawas,Pengurus, dan 
Pengelola kalau yang jumat gantian kadang Pak is, saya atau Pak Lali. 
P : Apa Kendala – kendala yang dihadapi seorang DPS ? 
I : Waktu karena kalau saya sendiri ngajar jam 07.00 sampai jam 14.00. dan 
juga mengajar sebagai dosen di Pratama mulia. 
P : Dalam melakukan pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera, apakah ada penemuan akad yang belum pas sesuai dengan fatwa DSN-
MUI ? 
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I :  Kita melakukan peningkatan untuk itu. 
P : Bagaimana pemahaman staff / karyawan KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera terkait dengan akad akad / produk di BMT tersebut ? 
I : kita akan melakukan peningkatan terus,  karena ada buku panduan MUI 
itu. Karena Pak laili membedah buku MUI itu, kalau saya lebih ke tausiyah atau 
motivasi kepada pengelola. 
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Lampiran 15 Foto Dokumen Wawancara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Ibu Wahyu Setyorini, SP, SE. 
( Manajer KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kajian rutin setiap pagi untuk seluruh karyawan             Wawancara dengan bapak  
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera                                Rohmat Arosid,SH.I. 
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Lampiran 16 Foto  Observasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suasana Saat Penyampaian Materi dari DPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunjugan DPS ke BMT 
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Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama   : Nur Hibatullah Ahmad 
NIM   : 13.223.1.090. 
Tempat & Tgl Lahir : 24 Agustus 1995 
Alamat  : Kratonan Rt 03 / I 
NO HP  : 085725223216 
Email   : nurhibaaa@gmail.com 
Riwayat Pendidikan :  
1. TK Al – Islam Grobagan Surakarta 
2. SD Al- Islam 2 Jamsaren Surakarta 
3. SMP Al – Islam 1 Surakarta 
4. SMK Negeri 5 Surakarta 
5. IAIN Surakarta 
 
 
Riwayat Organisasi  : 
No Nama Organisasi Bagian Tahun 
1 
Remaja Islam Masjid 
Baiturrahman Kratonan 
(RISMAN) 
Sekretaris 2014-2017 
2 
(Islamic Indonesia 
Business Forum) IIBF 
Anggota 2016 
3 HMJ Perbankan Syariah 
Mangangers 
 
Ka. Unit Kewirausahaan 
2015-2016 
 
2016-2017 
 
